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Abstrak 

Artikel ini menjelaskan ekonomi politik kontemporer global sebagai kajian mengenai hubungan antara 

kekuasaan, institusi, pasar, teknologi, dan distribusi kesejahteraan dalam suatu dunia yang saling bergantung 

tetapi semakin terfragmentasi. Pembahasan mengintegrasikan tradisi liberal, realis, Marxis, institusionalis, 

strukturalis, feminis, dan ekologis; lalu menerapkannya pada perdagangan, rantai nilai global, keuangan, 

utang, investasi asing, perpajakan, AI, tenaga kerja, ketimpangan, komoditas, transisi energi, sanksi, 

regionalisme, kesehatan, migrasi, dan tata kelola global. Argumen utamanya ialah bahwa globalisasi tidak 

berakhir, melainkan berubah menjadi integrasi yang lebih selektif, berlapis, dan disekuritisasi. Efisiensi tetap 

penting, tetapi tidak lagi memadai tanpa ketahanan, legitimasi, keadilan distribusi, serta keberlanjutan 

ekologis. Berdasarkan data dan laporan internasional hingga pertengahan 2026, artikel ini mengusulkan 

kerangka kebijakan yang menggabungkan diversifikasi strategis, kebijakan industri disiplin, pembaruan 

kontrak sosial, reformasi multilateral, tata kelola digital demokratis, dan transisi hijau yang adil. Bagi 

Indonesia, peluang terletak pada pasar domestik, sumber daya strategis, posisi maritim, dan diplomasi bebas 

aktif; keberhasilannya bergantung pada kemampuan mengubah investasi dan hilirisasi menjadi pembelajaran 

teknologi, pekerjaan bermutu, nilai tambah lokal, serta perlindungan lingkungan. 

Kata Kunci: ekonomi politik global; globalisasi; geoekonomi; kebijakan industri; rantai nilai global; keuangan 

internasional; AI; ketimpangan; transisi energi; Global South. 

Catatan cakupan data: angka kontemporer menggunakan laporan resmi yang tersedia hingga 31 Juli 2026. Proyeksi dapat 

berubah dan harus dibaca sebagai skenario dasar lembaga penerbit, bukan kepastian. 

Ringkasan Eksekutif 

Ekonomi politik kontemporer global sedang beralih dari paradigma hiperglobalisasi menuju keterbukaan 

yang lebih selektif. Negara tetap membutuhkan perdagangan, investasi, teknologi, dan keuangan lintas 

batas, tetapi semakin menilai hubungan tersebut melalui lensa keamanan, ketahanan, dan otonomi 

strategis. Akibatnya, tarif, subsidi, kontrol ekspor, kebijakan data, dan penyaringan investasi kembali 

menjadi instrumen utama. 

Perubahan ini tidak berarti globalisasi berakhir. Jaringan produksi masih dalam, perdagangan jasa digital 

tumbuh, dan perusahaan tetap mencari skala global. Yang berubah ialah geometri integrasi: rantai pasok 

didiversifikasi, teknologi sensitif dipagari, dan blok regional diperkuat. Dunia menjadi lebih berlapis—

terhubung di sebagian sektor, terpisah di sektor lain. 

Data 2026 menampilkan kombinasi pertumbuhan lemah dan tekanan struktural. Bank Dunia 

memproyeksikan pertumbuhan global sekitar 2,5 persen pada 2026. IMF memperkirakan utang publik 

global menuju 100 persen PDB pada 2029. UNCTAD mencatat FDI global 2025 sekitar 1,6 triliun dolar AS, 

tetapi pemulihannya tidak merata. ILO menunjukkan stabilitas tingkat pengangguran belum identik 
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dengan kualitas kerja, sedangkan IEA melihat investasi energi bersih meningkat tetapi terkonsentrasi 

secara geografis. 

Agenda kebijakan karena itu harus melampaui pilihan sederhana antara pasar bebas dan proteksionisme. 

Negara memerlukan kapasitas untuk mengidentifikasi ketergantungan kritis, melakukan kebijakan 

industri dengan disiplin kinerja, menguatkan kontrak sosial, memperluas basis pajak, dan mempercepat 

transisi hijau. Pada tingkat global, reformasi utang, perdagangan, pajak, iklim, dan tata kelola digital 

menjadi syarat agar interdependensi tetap legitimate. 

Bagi Indonesia, posisi terbaik bukan memilih satu blok secara kaku, tetapi membangun multi-alignment 

yang berprinsip. Hilirisasi perlu dihubungkan dengan inovasi, pemasok domestik, keselamatan, energi 

bersih, dan nilai tambah pengetahuan. Kekuatan pasar domestik harus menjadi landasan produktivitas, 

sedangkan ASEAN, G20, dan kerja sama Selatan–Selatan menjadi pengungkit daya tawar. 

Daftar Isi 

1. Pendahuluan: Ekonomi Global sebagai Arena Kekuasaan 

2. Genealogi Pemikiran Ekonomi Politik Global 

3. Negara, Pasar, dan Kembalinya Kebijakan Industri 

4. Globalisasi, Hiperglobalisasi, dan Fragmentasi Geoekonomi 

5. Perdagangan Global dan Krisis Tata Kelola Multilateral 

6. Rantai Nilai Global, Logistik, dan Ketahanan Produksi 

7. Keuangan Global, Dolar, dan Hierarki Moneter 

8. Utang, Fiskal, dan Ruang Kebijakan Pembangunan 

9. Korporasi Multinasional, FDI, dan Persaingan Pajak 

10. Teknologi, Semikonduktor, AI, dan Kedaulatan Digital 

11. Pasar Tenaga Kerja, Otomatisasi, dan Kontrak Sosial 

12. Ketimpangan, Kelas, Gender, dan Reproduksi Sosial 

13. Komoditas, Pangan, dan Politik Sumber Daya 

14. Transisi Energi, Iklim, dan Ekonomi Politik Hijau 

15. Geopolitik, Sanksi, dan Weaponized Interdependence 

16. Regionalisme, Global South, dan Strategi Negara Menengah 

17. Pembangunan, Strukturalisme, dan Ruang Kebijakan 

18. Demokrasi, Populisme, dan Legitimasi Globalisasi 

19. Pandemi, Kesehatan Global, dan Barang Publik 

20. Migrasi, Demografi, dan Mobilitas Manusia 

21. Kota Global, Infrastruktur, dan Geografi Kekuasaan 

22. Informasi, Platform, dan Ekonomi Politik Pengetahuan 

23. Reformasi Tata Kelola Global 
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24. Indonesia dalam Ekonomi Politik Global 

25. Skenario 2035 dan Agenda Tindakan 

Kesimpulan 

Glossarium 

Daftar Pustaka 

Pendekatan Analitis dan Batasan Pembahasan 

Artikel ini memakai pendekatan ekonomi politik internasional yang bersifat historis-institusional. Analisis 

tidak berhenti pada perubahan harga, volume perdagangan, atau pertumbuhan, melainkan menelusuri 

aturan, organisasi, koalisi, serta gagasan yang membuat suatu hasil menjadi mungkin. Hubungan antara 

variabel ekonomi dan politik diperlakukan sebagai hubungan dua arah. Institusi politik membentuk pasar 

melalui hukum dan kebijakan; pada saat yang sama, distribusi aset serta pendapatan membentuk 

kapasitas aktor untuk memengaruhi politik. Dengan cara ini, artikel menghindari dua reduksionisme: 

anggapan bahwa politik sepenuhnya dikendalikan ekonomi dan anggapan bahwa keputusan negara dapat 

mengabaikan batas material. 

Unit analisis bergerak di beberapa tingkat. Pada tingkat global, perhatian diberikan kepada hierarki 

moneter, aturan perdagangan, jaringan teknologi, dan institusi multilateral. Pada tingkat regional, 

pembahasan melihat integrasi, standardisasi, serta mekanisme asuransi bersama. Pada tingkat nasional, 

fokusnya ialah kapasitas negara, kontrak sosial, kebijakan industri, dan koalisi domestik. Pada tingkat 

perusahaan serta rumah tangga, analisis menilai keputusan investasi, organisasi kerja, konsumsi, dan 

strategi bertahan. Pendekatan bertingkat penting karena satu kebijakan dapat menghasilkan manfaat 

global tetapi biaya lokal yang sangat terkonsentrasi. 

Bukti yang digunakan menggabungkan literatur akademik dengan laporan resmi organisasi internasional. 

Literatur teoritis membantu mengidentifikasi mekanisme yang berulang, sedangkan laporan 2026 

memberi gambaran kondisi mutakhir mengenai pertumbuhan, perdagangan, investasi, fiskal, tenaga 

kerja, dan energi. Angka proyeksi tidak diperlakukan sebagai fakta masa depan. Proyeksi adalah estimasi 

bersyarat yang bergantung pada asumsi mengenai konflik, harga energi, kebijakan moneter, perdagangan, 

dan teknologi. Oleh sebab itu, narasi menekankan arah, rentang risiko, dan struktur kerentanan alih-alih 

kepastian titik ramalan. 

Konsep kekuasaan digunakan dalam arti luas. Kekuasaan langsung tampak ketika satu aktor memaksa 

aktor lain; kekuasaan institusional bekerja melalui aturan dan prosedur; kekuasaan struktural 

menentukan pilihan yang tersedia; sedangkan kekuasaan ide membentuk apa yang dianggap wajar, 

efisien, atau tidak mungkin. Sebuah perusahaan tidak harus memberi perintah eksplisit apabila pemasok 

tidak memiliki pembeli alternatif. Sebuah mata uang tidak perlu dipaksakan apabila likuiditas dan jaringan 

membuat semua pihak memilihnya. Perbedaan bentuk tersebut membantu menjelaskan mengapa 

dominasi dapat bertahan meskipun tidak selalu terlihat sebagai konflik terbuka. 
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Istilah Global South dipakai secara hati-hati karena negara berkembang sangat beragam dalam 

pendapatan, demografi, kapasitas, sumber daya, dan posisi geopolitik. Istilah tersebut berguna untuk 

menunjukkan pengalaman historis serta ketimpangan representasi, tetapi tidak boleh menyembunyikan 

konflik kepentingan di antara negara atau di dalam masing-masing masyarakat. Demikian pula, istilah 

negara dan pasar tidak diasumsikan sebagai aktor tunggal. Negara terdiri atas lembaga dengan mandat 

berbeda; pasar terdiri atas perusahaan, pekerja, konsumen, investor, dan perantara dengan daya tawar 

tidak setara. 

Keterbatasan utama artikel ialah luasnya cakupan. Setiap tema—dari keuangan hingga iklim—memiliki 

literatur tersendiri yang jauh lebih rinci. Tujuan tulisan ini bukan menggantikan studi sektoral, melainkan 

menyediakan peta konseptual yang menghubungkan tema-tema tersebut. Pembaca dianjurkan 

menggunakan kerangka ini untuk merumuskan pertanyaan yang lebih tajam: siapa menetapkan aturan, 

dari mana kapasitas berasal, bagaimana manfaat dan risiko didistribusikan, mekanisme kausal apa yang 

dapat diuji, serta indikator apa yang dapat memperlihatkan keberhasilan atau kegagalan. Dengan 

demikian, keluasan dipakai sebagai sarana integrasi, bukan klaim bahwa semua detail telah dituntaskan. 

Secara normatif, artikel menggunakan pembangunan manusia, keberlanjutan, dan demokrasi sebagai 

tolok ukur pelengkap terhadap efisiensi. Pilihan ini tidak berarti menolak pertumbuhan atau keuntungan 

perusahaan. Pertumbuhan menyediakan sumber daya, laba dapat membiayai inovasi, dan perdagangan 

dapat memperluas pilihan. Namun ketiganya perlu dinilai menurut kontribusinya terhadap kemampuan 

manusia menjalani kehidupan yang bernilai, daya tahan masyarakat menghadapi guncangan, serta 

terpeliharanya sistem ekologis. Kerangka normatif dinyatakan terbuka agar pembaca dapat membedakan 

temuan empiris dari penilaian kebijakan. Dalam praktiknya, konflik nilai tidak selalu dapat dihilangkan; 

yang dapat dilakukan ialah membuat asumsi transparan, melibatkan pihak terdampak, menguji alternatif, 

dan membangun mekanisme koreksi ketika akibat berbeda dari harapan. Prinsip kehati-hatian juga 

diperlukan ketika keputusan berpotensi menimbulkan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Sebaliknya, 

kehati-hatian tidak boleh menjadi dalih untuk menghentikan seluruh eksperimen. Portofolio kebijakan, 

uji coba terbatas, audit, dan evaluasi independen memungkinkan masyarakat belajar secara bertahap 

tanpa mempertaruhkan seluruh sistem pada satu desain. 

1. Pendahuluan: Ekonomi Global sebagai Arena Kekuasaan 

Pokok argumentasi 

Ekonomi politik kontemporer global mempelajari hubungan timbal balik antara pasar, negara, korporasi, 

masyarakat, dan institusi lintas batas. Ia menolak anggapan bahwa harga, investasi, serta perdagangan 

bekerja dalam ruang netral karena seluruhnya dibentuk oleh hukum, teknologi, keamanan, dan distribusi 

daya tawar. Perspektif ini mengharuskan analisis bergerak dari angka agregat menuju struktur yang 

menghasilkan angka tersebut. Pertumbuhan PDB, misalnya, belum menjawab siapa pemilik aset, siapa 

yang mengendalikan keputusan investasi, bagaimana risiko dialihkan, atau apakah kapasitas produktif 

bertambah. Karena itu, ekonomi politik menghubungkan variabel ekonomi dengan legitimasi, institusi, 
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ide, dan konflik kepentingan. Hubungan sebab-akibatnya jarang satu arah: kekuatan ekonomi 

memengaruhi kebijakan, tetapi kebijakan juga menciptakan serta mengubah kekuatan ekonomi. 

Lintasan historis 

Sesudah Perang Dingin, liberalisasi sering dipresentasikan sebagai proses teknis yang akan menyatukan 

kepentingan negara. Krisis keuangan, pandemi, perang, sanksi, dan kompetisi teknologi kemudian 

menunjukkan bahwa ketergantungan ekonomi dapat sekaligus menciptakan kemakmuran dan 

kerentanan strategis. Pembacaan historis penting karena institusi tidak lahir dari ruang hampa. Aturan 

kontemporer membawa jejak perang, kolonialisme, kompromi kelas, inovasi teknologi, dan krisis 

terdahulu. Ketergantungan jalur membuat pilihan masa kini dibatasi oleh infrastruktur, hukum, serta 

koalisi yang telah terbentuk. Namun sejarah bukan takdir. Krisis dapat membuka momen perubahan 

ketika gagasan baru bertemu kepemimpinan, kapasitas administratif, dan dukungan sosial yang memadai. 

Mekanisme ekonomi-politik 

Kebijakan tarif, standar digital, kendali atas sistem pembayaran, subsidi industri, kepemilikan paten, serta 

akses terhadap mineral kritis mengubah biaya dan peluang pelaku ekonomi. Dengan demikian, keputusan 

yang tampak mikro dapat menjadi instrumen geopolitik. Mekanisme tersebut bekerja melalui insentif 

sekaligus kewenangan. Harga mengoordinasikan perilaku, tetapi harga sendiri dipengaruhi pajak, subsidi, 

standar, struktur pasar, hak milik, dan akses pembiayaan. Di pasar terkonsentrasi, keputusan privat dapat 

memiliki dampak publik yang luas. Analisis yang memadai karena itu menanyakan urutan proses, titik 

kendali, pihak yang memiliki pilihan keluar, dan pihak yang terpaksa menerima syarat. Pemetaan ini 

membantu membedakan korelasi permukaan dari hubungan kekuasaan yang benar-benar menentukan 

hasil. 

Aktor dan koalisi 

Negara besar memiliki kapasitas menetapkan aturan, tetapi negara menengah, perusahaan multinasional, 

bank, organisasi internasional, kota global, serikat pekerja, dan gerakan sosial juga memengaruhi hasil. 

Kekuasaan bersifat relasional dan tersebar, walaupun tidak pernah merata. Kepentingan setiap aktor tidak 

selalu tetap. Perusahaan dapat mendukung keterbukaan untuk input, tetapi meminta proteksi bagi 

produknya; negara dapat menuntut aturan multilateral sambil memakai pengecualian keamanan; 

masyarakat dapat menyukai harga murah sekaligus menginginkan pekerjaan domestik. Koalisi terbentuk 

lintas batas dan lintas kelas. Oleh sebab itu, istilah 'kepentingan nasional' perlu diuraikan: kepentingan 

sektor mana, wilayah mana, kelompok sosial mana, dan pada horizon waktu berapa lama. 

Dilema normatif 

Ketegangan utamanya adalah antara efisiensi global dan ketahanan nasional, antara pertumbuhan 

agregat dan keadilan distribusi, serta antara kedaulatan demokratis dan disiplin pasar internasional. 

Dilema ini tidak dapat diselesaikan dengan slogan. Efisiensi statis mungkin menurunkan biaya hari ini, 
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sedangkan ketahanan membutuhkan kapasitas cadangan yang tampak mahal sampai krisis terjadi. 

Kebijakan distributif juga memiliki dimensi waktu: kompensasi setelah kehilangan pekerjaan sering lebih 

lemah daripada investasi awal pada keterampilan dan diversifikasi wilayah. Evaluasi sebaiknya memakai 

beberapa kriteria sekaligus—efisiensi, ketahanan, keadilan, keberlanjutan, kebebasan, dan kelayakan 

administratif—seraya menjelaskan trade-off secara terbuka. 

Ilustrasi kontemporer 

Gangguan rantai pasok semikonduktor memperlihatkan bahwa sebuah komponen kecil dapat 

menentukan produksi kendaraan, telekomunikasi, pertahanan, dan AI. Negara lalu memindahkan isu chip 

dari ranah bisnis ke ranah keamanan nasional. Kasus tersebut memperlihatkan bahwa dampak global 

selalu diterjemahkan melalui institusi domestik. Negara dengan fiskal kuat, data baik, dan koordinasi 

efektif dapat menahan guncangan; negara dengan kapasitas lemah cenderung membayar premi lebih 

tinggi dan bereaksi terlambat. Perusahaan besar memiliki persediaan, penasihat, serta akses kredit, 

sedangkan UMKM dan rumah tangga hidup dengan bantalan terbatas. Dengan demikian, guncangan yang 

sama menghasilkan akibat sangat berbeda, dan rata-rata global tidak boleh dipakai untuk menghapus 

variasi tersebut. 

Implikasi kebijakan 

Analisis dan kebijakan perlu menggabungkan indikator pertumbuhan dengan pemetaan konsentrasi 

kekuasaan, ketergantungan kritis, kualitas pekerjaan, daya dukung ekologis, dan ruang kebijakan negara 

berkembang. Pelaksanaannya perlu memiliki sasaran, indikator, tanggung jawab, jadwal evaluasi, dan 

mekanisme koreksi. Kebijakan tanpa kemampuan belajar mudah ditangkap kepentingan atau 

dipertahankan setelah tidak efektif. Sebaliknya, aturan yang terlalu kaku menghambat eksperimen. 

Pendekatan adaptif menetapkan arah jangka panjang, menjalankan portofolio intervensi, mengukur hasil 

nyata, dan menghentikan program yang gagal. Partisipasi publik, transparansi kontrak, data terbuka, dan 

pengawasan independen bukan tambahan kosmetik, melainkan sumber informasi serta legitimasi. 

2. Genealogi Pemikiran Ekonomi Politik Global 

Pokok argumentasi 

Tradisi merkantilis, liberal, Marxis, institusionalis, Keynesian, strukturalis, dan feminis memberi lensa 

berbeda terhadap hubungan kekayaan dan kekuasaan. Tidak satu pun cukup sendiri; sintesis diperlukan 

untuk membaca ekonomi global yang berlapis. Perspektif ini mengharuskan analisis bergerak dari angka 

agregat menuju struktur yang menghasilkan angka tersebut. Pertumbuhan PDB, misalnya, belum 

menjawab siapa pemilik aset, siapa yang mengendalikan keputusan investasi, bagaimana risiko dialihkan, 

atau apakah kapasitas produktif bertambah. Karena itu, ekonomi politik menghubungkan variabel 

ekonomi dengan legitimasi, institusi, ide, dan konflik kepentingan. Hubungan sebab-akibatnya jarang satu 
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arah: kekuatan ekonomi memengaruhi kebijakan, tetapi kebijakan juga menciptakan serta mengubah 

kekuatan ekonomi. 

Lintasan historis 

Merkantilisme menghubungkan surplus perdagangan dengan kekuatan negara, liberalisme menekankan 

manfaat pertukaran, sedangkan Marx menyoroti akumulasi dan konflik kelas. Keynes dan Polanyi 

kemudian memperlihatkan perlunya institusi sosial untuk menstabilkan pasar. Pembacaan historis 

penting karena institusi tidak lahir dari ruang hampa. Aturan kontemporer membawa jejak perang, 

kolonialisme, kompromi kelas, inovasi teknologi, dan krisis terdahulu. Ketergantungan jalur membuat 

pilihan masa kini dibatasi oleh infrastruktur, hukum, serta koalisi yang telah terbentuk. Namun sejarah 

bukan takdir. Krisis dapat membuka momen perubahan ketika gagasan baru bertemu kepemimpinan, 

kapasitas administratif, dan dukungan sosial yang memadai. 

Mekanisme ekonomi-politik 

Setiap teori memilih mekanisme sebab yang berbeda: keunggulan komparatif, akumulasi modal, 

perjuangan distribusi, permintaan agregat, kelembagaan, ketergantungan pusat–pinggiran, atau 

reproduksi sosial. Mekanisme tersebut bekerja melalui insentif sekaligus kewenangan. Harga 

mengoordinasikan perilaku, tetapi harga sendiri dipengaruhi pajak, subsidi, standar, struktur pasar, hak 

milik, dan akses pembiayaan. Di pasar terkonsentrasi, keputusan privat dapat memiliki dampak publik 

yang luas. Analisis yang memadai karena itu menanyakan urutan proses, titik kendali, pihak yang memiliki 

pilihan keluar, dan pihak yang terpaksa menerima syarat. Pemetaan ini membantu membedakan korelasi 

permukaan dari hubungan kekuasaan yang benar-benar menentukan hasil. 

Aktor dan koalisi 

Perbedaan unit analisis juga penting. Ada teori yang menempatkan individu dan perusahaan sebagai 

pusat, teori yang mengutamakan kelas dan negara, serta pendekatan yang meneliti jaringan 

transnasional, gender, ras, dan ekologi. Kepentingan setiap aktor tidak selalu tetap. Perusahaan dapat 

mendukung keterbukaan untuk input, tetapi meminta proteksi bagi produknya; negara dapat menuntut 

aturan multilateral sambil memakai pengecualian keamanan; masyarakat dapat menyukai harga murah 

sekaligus menginginkan pekerjaan domestik. Koalisi terbentuk lintas batas dan lintas kelas. Oleh sebab 

itu, istilah 'kepentingan nasional' perlu diuraikan: kepentingan sektor mana, wilayah mana, kelompok 

sosial mana, dan pada horizon waktu berapa lama. 

Dilema normatif 

Perdebatan metodologis muncul antara penjelasan universal dan kontekstual, antara model formal dan 

sejarah, serta antara analisis positif dan komitmen normatif terhadap keadilan. Dilema ini tidak dapat 

diselesaikan dengan slogan. Efisiensi statis mungkin menurunkan biaya hari ini, sedangkan ketahanan 

membutuhkan kapasitas cadangan yang tampak mahal sampai krisis terjadi. Kebijakan distributif juga 
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memiliki dimensi waktu: kompensasi setelah kehilangan pekerjaan sering lebih lemah daripada investasi 

awal pada keterampilan dan diversifikasi wilayah. Evaluasi sebaiknya memakai beberapa kriteria 

sekaligus—efisiensi, ketahanan, keadilan, keberlanjutan, kebebasan, dan kelayakan administratif—seraya 

menjelaskan trade-off secara terbuka. 

Ilustrasi kontemporer 

Kebijakan industri hijau dapat dibaca sebagai koreksi kegagalan pasar, strategi nasionalis, proyek 

akumulasi baru, atau peluang transformasi struktural. Makna kebijakan bergantung pada lensa dan bukti 

distribusional yang dipakai. Kasus tersebut memperlihatkan bahwa dampak global selalu diterjemahkan 

melalui institusi domestik. Negara dengan fiskal kuat, data baik, dan koordinasi efektif dapat menahan 

guncangan; negara dengan kapasitas lemah cenderung membayar premi lebih tinggi dan bereaksi 

terlambat. Perusahaan besar memiliki persediaan, penasihat, serta akses kredit, sedangkan UMKM dan 

rumah tangga hidup dengan bantalan terbatas. Dengan demikian, guncangan yang sama menghasilkan 

akibat sangat berbeda, dan rata-rata global tidak boleh dipakai untuk menghapus variasi tersebut. 

Implikasi kebijakan 

Pengambil kebijakan sebaiknya memakai pluralisme analitis: menguji efisiensi, stabilitas, legitimasi, 

struktur kepemilikan, dan konsekuensi sosial-ekologis secara bersamaan. Pelaksanaannya perlu memiliki 

sasaran, indikator, tanggung jawab, jadwal evaluasi, dan mekanisme koreksi. Kebijakan tanpa kemampuan 

belajar mudah ditangkap kepentingan atau dipertahankan setelah tidak efektif. Sebaliknya, aturan yang 

terlalu kaku menghambat eksperimen. Pendekatan adaptif menetapkan arah jangka panjang, 

menjalankan portofolio intervensi, mengukur hasil nyata, dan menghentikan program yang gagal. 

Partisipasi publik, transparansi kontrak, data terbuka, dan pengawasan independen bukan tambahan 

kosmetik, melainkan sumber informasi serta legitimasi. 

3. Negara, Pasar, dan Kembalinya Kebijakan Industri 

Pokok argumentasi 

Dikotomi negara versus pasar menyesatkan karena pasar selalu memerlukan hukum, infrastruktur, 

pengetahuan, dan penegakan kontrak. Pertanyaan yang lebih tepat ialah jenis negara apa, pasar untuk 

tujuan apa, dan siapa yang memperoleh manfaat. Perspektif ini mengharuskan analisis bergerak dari 

angka agregat menuju struktur yang menghasilkan angka tersebut. Pertumbuhan PDB, misalnya, belum 

menjawab siapa pemilik aset, siapa yang mengendalikan keputusan investasi, bagaimana risiko dialihkan, 

atau apakah kapasitas produktif bertambah. Karena itu, ekonomi politik menghubungkan variabel 

ekonomi dengan legitimasi, institusi, ide, dan konflik kepentingan. Hubungan sebab-akibatnya jarang satu 

arah: kekuatan ekonomi memengaruhi kebijakan, tetapi kebijakan juga menciptakan serta mengubah 

kekuatan ekonomi. 



Prof. Ir. Rudy C. Tarumingkeng, Ph.D.  |  Ekonomi Politik Kontemporer Global 

Halaman 11 

Lintasan historis 

Industrialisasi negara maju dibentuk oleh pengadaan publik, perlindungan sementara, investasi riset, dan 

pembangunan kapasitas. Namun pada era penyesuaian struktural, sebagian instrumen tersebut justru 

dipersempit bagi negara berkembang. Pembacaan historis penting karena institusi tidak lahir dari ruang 

hampa. Aturan kontemporer membawa jejak perang, kolonialisme, kompromi kelas, inovasi teknologi, 

dan krisis terdahulu. Ketergantungan jalur membuat pilihan masa kini dibatasi oleh infrastruktur, hukum, 

serta koalisi yang telah terbentuk. Namun sejarah bukan takdir. Krisis dapat membuka momen perubahan 

ketika gagasan baru bertemu kepemimpinan, kapasitas administratif, dan dukungan sosial yang memadai. 

Mekanisme ekonomi-politik 

Kebijakan industri modern bekerja melalui kredit terarah, subsidi, insentif pajak, standar kandungan lokal, 

pembelian pemerintah, dukungan litbang, serta koordinasi antara pendidikan dan produksi. Mekanisme 

tersebut bekerja melalui insentif sekaligus kewenangan. Harga mengoordinasikan perilaku, tetapi harga 

sendiri dipengaruhi pajak, subsidi, standar, struktur pasar, hak milik, dan akses pembiayaan. Di pasar 

terkonsentrasi, keputusan privat dapat memiliki dampak publik yang luas. Analisis yang memadai karena 

itu menanyakan urutan proses, titik kendali, pihak yang memiliki pilihan keluar, dan pihak yang terpaksa 

menerima syarat. Pemetaan ini membantu membedakan korelasi permukaan dari hubungan kekuasaan 

yang benar-benar menentukan hasil. 

Aktor dan koalisi 

Birokrasi ekonomi, perusahaan nasional, investor asing, lembaga riset, pemerintah daerah, dan pekerja 

membentuk koalisi yang dapat mendorong pembelajaran atau sebaliknya menciptakan rente. 

Kepentingan setiap aktor tidak selalu tetap. Perusahaan dapat mendukung keterbukaan untuk input, 

tetapi meminta proteksi bagi produknya; negara dapat menuntut aturan multilateral sambil memakai 

pengecualian keamanan; masyarakat dapat menyukai harga murah sekaligus menginginkan pekerjaan 

domestik. Koalisi terbentuk lintas batas dan lintas kelas. Oleh sebab itu, istilah 'kepentingan nasional' 

perlu diuraikan: kepentingan sektor mana, wilayah mana, kelompok sosial mana, dan pada horizon waktu 

berapa lama. 

Dilema normatif 

Masalah pokoknya bukan sekadar memilih intervensi, melainkan mencegah penangkapan kebijakan, 

memastikan disiplin kinerja, dan membedakan perlindungan produktif dari proteksi permanen. Dilema ini 

tidak dapat diselesaikan dengan slogan. Efisiensi statis mungkin menurunkan biaya hari ini, sedangkan 

ketahanan membutuhkan kapasitas cadangan yang tampak mahal sampai krisis terjadi. Kebijakan 

distributif juga memiliki dimensi waktu: kompensasi setelah kehilangan pekerjaan sering lebih lemah 

daripada investasi awal pada keterampilan dan diversifikasi wilayah. Evaluasi sebaiknya memakai 

beberapa kriteria sekaligus—efisiensi, ketahanan, keadilan, keberlanjutan, kebebasan, dan kelayakan 

administratif—seraya menjelaskan trade-off secara terbuka. 
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Ilustrasi kontemporer 

Subsidi semikonduktor, baterai, kendaraan listrik, dan energi bersih di berbagai negara menandai 

normalisasi kembali kebijakan industri. Kompetisi tidak lagi hanya antarfirma, tetapi juga antarekosistem 

kebijakan. Kasus tersebut memperlihatkan bahwa dampak global selalu diterjemahkan melalui institusi 

domestik. Negara dengan fiskal kuat, data baik, dan koordinasi efektif dapat menahan guncangan; negara 

dengan kapasitas lemah cenderung membayar premi lebih tinggi dan bereaksi terlambat. Perusahaan 

besar memiliki persediaan, penasihat, serta akses kredit, sedangkan UMKM dan rumah tangga hidup 

dengan bantalan terbatas. Dengan demikian, guncangan yang sama menghasilkan akibat sangat berbeda, 

dan rata-rata global tidak boleh dipakai untuk menghapus variasi tersebut. 

Implikasi kebijakan 

Negara berkembang memerlukan kebijakan industri yang bersyarat, transparan, berbatas waktu, terukur 

berdasarkan pembelajaran teknologi, dan terhubung dengan pemasok domestik serta peningkatan 

keterampilan. Pelaksanaannya perlu memiliki sasaran, indikator, tanggung jawab, jadwal evaluasi, dan 

mekanisme koreksi. Kebijakan tanpa kemampuan belajar mudah ditangkap kepentingan atau 

dipertahankan setelah tidak efektif. Sebaliknya, aturan yang terlalu kaku menghambat eksperimen. 

Pendekatan adaptif menetapkan arah jangka panjang, menjalankan portofolio intervensi, mengukur hasil 

nyata, dan menghentikan program yang gagal. Partisipasi publik, transparansi kontrak, data terbuka, dan 

pengawasan independen bukan tambahan kosmetik, melainkan sumber informasi serta legitimasi. 

4. Globalisasi, Hiperglobalisasi, dan Fragmentasi Geoekonomi 

Pokok argumentasi 

Globalisasi bukan proses linear menuju dunia tanpa batas, melainkan konfigurasi historis yang dapat 

dipercepat, dikoreksi, atau dipilah menurut kepentingan strategis. Periode kontemporer ditandai 

globalisasi selektif. Perspektif ini mengharuskan analisis bergerak dari angka agregat menuju struktur yang 

menghasilkan angka tersebut. Pertumbuhan PDB, misalnya, belum menjawab siapa pemilik aset, siapa 

yang mengendalikan keputusan investasi, bagaimana risiko dialihkan, atau apakah kapasitas produktif 

bertambah. Karena itu, ekonomi politik menghubungkan variabel ekonomi dengan legitimasi, institusi, 

ide, dan konflik kepentingan. Hubungan sebab-akibatnya jarang satu arah: kekuatan ekonomi 

memengaruhi kebijakan, tetapi kebijakan juga menciptakan serta mengubah kekuatan ekonomi. 

Lintasan historis 

Sejak 1980-an, deregulasi dan penurunan hambatan perdagangan memperdalam integrasi produksi serta 

keuangan. Krisis 2008, ketegangan dagang, Brexit, pandemi, dan perang mengubah persepsi dari efisiensi 

menuju keamanan. Pembacaan historis penting karena institusi tidak lahir dari ruang hampa. Aturan 

kontemporer membawa jejak perang, kolonialisme, kompromi kelas, inovasi teknologi, dan krisis 

terdahulu. Ketergantungan jalur membuat pilihan masa kini dibatasi oleh infrastruktur, hukum, serta 
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koalisi yang telah terbentuk. Namun sejarah bukan takdir. Krisis dapat membuka momen perubahan 

ketika gagasan baru bertemu kepemimpinan, kapasitas administratif, dan dukungan sosial yang memadai. 

Mekanisme ekonomi-politik 

Fragmentasi berlangsung melalui tarif, kontrol ekspor, penyaringan investasi, sanksi, friend-shoring, near-

shoring, serta duplikasi rantai pasok. Biayanya muncul dalam bentuk investasi ganda dan hilangnya skala. 

Mekanisme tersebut bekerja melalui insentif sekaligus kewenangan. Harga mengoordinasikan perilaku, 

tetapi harga sendiri dipengaruhi pajak, subsidi, standar, struktur pasar, hak milik, dan akses pembiayaan. 

Di pasar terkonsentrasi, keputusan privat dapat memiliki dampak publik yang luas. Analisis yang memadai 

karena itu menanyakan urutan proses, titik kendali, pihak yang memiliki pilihan keluar, dan pihak yang 

terpaksa menerima syarat. Pemetaan ini membantu membedakan korelasi permukaan dari hubungan 

kekuasaan yang benar-benar menentukan hasil. 

Aktor dan koalisi 

Amerika Serikat, Tiongkok, Uni Eropa, dan kekuatan regional membentuk blok dan standar, sementara 

negara nonblok berusaha mempertahankan akses ke banyak pasar tanpa terjebak dalam pilihan biner. 

Kepentingan setiap aktor tidak selalu tetap. Perusahaan dapat mendukung keterbukaan untuk input, 

tetapi meminta proteksi bagi produknya; negara dapat menuntut aturan multilateral sambil memakai 

pengecualian keamanan; masyarakat dapat menyukai harga murah sekaligus menginginkan pekerjaan 

domestik. Koalisi terbentuk lintas batas dan lintas kelas. Oleh sebab itu, istilah 'kepentingan nasional' 

perlu diuraikan: kepentingan sektor mana, wilayah mana, kelompok sosial mana, dan pada horizon waktu 

berapa lama. 

Dilema normatif 

Ketahanan dapat membenarkan diversifikasi, tetapi retorika keamanan yang terlalu luas berisiko menjadi 

proteksionisme dan mempersempit perdagangan yang sebenarnya tidak sensitif. Dilema ini tidak dapat 

diselesaikan dengan slogan. Efisiensi statis mungkin menurunkan biaya hari ini, sedangkan ketahanan 

membutuhkan kapasitas cadangan yang tampak mahal sampai krisis terjadi. Kebijakan distributif juga 

memiliki dimensi waktu: kompensasi setelah kehilangan pekerjaan sering lebih lemah daripada investasi 

awal pada keterampilan dan diversifikasi wilayah. Evaluasi sebaiknya memakai beberapa kriteria 

sekaligus—efisiensi, ketahanan, keadilan, keberlanjutan, kebebasan, dan kelayakan administratif—seraya 

menjelaskan trade-off secara terbuka. 

Ilustrasi kontemporer 

Perusahaan menambah pemasok alternatif dan cadangan inventori walaupun biaya meningkat. Strategi 

'China plus one' memperluas peluang di Asia Tenggara, India, dan Meksiko, tetapi tidak menghapus 

sentralitas Tiongkok. Kasus tersebut memperlihatkan bahwa dampak global selalu diterjemahkan melalui 

institusi domestik. Negara dengan fiskal kuat, data baik, dan koordinasi efektif dapat menahan guncangan; 
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negara dengan kapasitas lemah cenderung membayar premi lebih tinggi dan bereaksi terlambat. 

Perusahaan besar memiliki persediaan, penasihat, serta akses kredit, sedangkan UMKM dan rumah 

tangga hidup dengan bantalan terbatas. Dengan demikian, guncangan yang sama menghasilkan akibat 

sangat berbeda, dan rata-rata global tidak boleh dipakai untuk menghapus variasi tersebut. 

Implikasi kebijakan 

Kebijakan yang sehat membedakan sektor benar-benar kritis dari sektor biasa, membangun 

interoperabilitas, dan mempertahankan forum multilateral untuk mencegah spiral pembalasan. 

Pelaksanaannya perlu memiliki sasaran, indikator, tanggung jawab, jadwal evaluasi, dan mekanisme 

koreksi. Kebijakan tanpa kemampuan belajar mudah ditangkap kepentingan atau dipertahankan setelah 

tidak efektif. Sebaliknya, aturan yang terlalu kaku menghambat eksperimen. Pendekatan adaptif 

menetapkan arah jangka panjang, menjalankan portofolio intervensi, mengukur hasil nyata, dan 

menghentikan program yang gagal. Partisipasi publik, transparansi kontrak, data terbuka, dan 

pengawasan independen bukan tambahan kosmetik, melainkan sumber informasi serta legitimasi. 

5. Perdagangan Global dan Krisis Tata Kelola Multilateral 

Pokok argumentasi 

Perdagangan menciptakan manfaat agregat, tetapi distribusinya tidak otomatis adil. Tanpa kompensasi, 

mobilitas tenaga kerja, dan kebijakan regional, keterbukaan dapat memperbesar polarisasi politik. 

Perspektif ini mengharuskan analisis bergerak dari angka agregat menuju struktur yang menghasilkan 

angka tersebut. Pertumbuhan PDB, misalnya, belum menjawab siapa pemilik aset, siapa yang 

mengendalikan keputusan investasi, bagaimana risiko dialihkan, atau apakah kapasitas produktif 

bertambah. Karena itu, ekonomi politik menghubungkan variabel ekonomi dengan legitimasi, institusi, 

ide, dan konflik kepentingan. Hubungan sebab-akibatnya jarang satu arah: kekuatan ekonomi 

memengaruhi kebijakan, tetapi kebijakan juga menciptakan serta mengubah kekuatan ekonomi. 

Lintasan historis 

Sistem GATT dan WTO menurunkan tarif serta menyediakan aturan bersama. Namun putaran 

perundingan yang tersendat, kelumpuhan penyelesaian sengketa, dan penggunaan kebijakan unilateral 

melemahkan legitimasi. Pembacaan historis penting karena institusi tidak lahir dari ruang hampa. Aturan 

kontemporer membawa jejak perang, kolonialisme, kompromi kelas, inovasi teknologi, dan krisis 

terdahulu. Ketergantungan jalur membuat pilihan masa kini dibatasi oleh infrastruktur, hukum, serta 

koalisi yang telah terbentuk. Namun sejarah bukan takdir. Krisis dapat membuka momen perubahan 

ketika gagasan baru bertemu kepemimpinan, kapasitas administratif, dan dukungan sosial yang memadai. 
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Mekanisme ekonomi-politik 

Perdagangan memindahkan sumber daya menuju sektor berdaya saing, menekan harga konsumen, dan 

menyebarkan teknologi. Pada saat sama, guncangan impor dapat terkonsentrasi pada komunitas tertentu 

dan berlangsung lama. Mekanisme tersebut bekerja melalui insentif sekaligus kewenangan. Harga 

mengoordinasikan perilaku, tetapi harga sendiri dipengaruhi pajak, subsidi, standar, struktur pasar, hak 

milik, dan akses pembiayaan. Di pasar terkonsentrasi, keputusan privat dapat memiliki dampak publik 

yang luas. Analisis yang memadai karena itu menanyakan urutan proses, titik kendali, pihak yang memiliki 

pilihan keluar, dan pihak yang terpaksa menerima syarat. Pemetaan ini membantu membedakan korelasi 

permukaan dari hubungan kekuasaan yang benar-benar menentukan hasil. 

Aktor dan koalisi 

Eksportir, importir, konsumen, pekerja, perusahaan logistik, pemilik teknologi, dan pemerintah 

menghadapi insentif berbeda. Kelompok yang merugi sering lebih terkonsentrasi dan lebih mudah 

dimobilisasi secara politik. Kepentingan setiap aktor tidak selalu tetap. Perusahaan dapat mendukung 

keterbukaan untuk input, tetapi meminta proteksi bagi produknya; negara dapat menuntut aturan 

multilateral sambil memakai pengecualian keamanan; masyarakat dapat menyukai harga murah sekaligus 

menginginkan pekerjaan domestik. Koalisi terbentuk lintas batas dan lintas kelas. Oleh sebab itu, istilah 

'kepentingan nasional' perlu diuraikan: kepentingan sektor mana, wilayah mana, kelompok sosial mana, 

dan pada horizon waktu berapa lama. 

Dilema normatif 

Konflik terjadi antara aturan nondiskriminatif dan subsidi strategis, antara liberalisasi dengan standar 

tenaga kerja-lingkungan, serta antara universalitas dan perjanjian plurilateral. Dilema ini tidak dapat 

diselesaikan dengan slogan. Efisiensi statis mungkin menurunkan biaya hari ini, sedangkan ketahanan 

membutuhkan kapasitas cadangan yang tampak mahal sampai krisis terjadi. Kebijakan distributif juga 

memiliki dimensi waktu: kompensasi setelah kehilangan pekerjaan sering lebih lemah daripada investasi 

awal pada keterampilan dan diversifikasi wilayah. Evaluasi sebaiknya memakai beberapa kriteria 

sekaligus—efisiensi, ketahanan, keadilan, keberlanjutan, kebebasan, dan kelayakan administratif—seraya 

menjelaskan trade-off secara terbuka. 

Ilustrasi kontemporer 

Proyeksi WTO 2026 menunjukkan perdagangan tetap tumbuh tetapi rentan terhadap konflik energi dan 

ketidakpastian. Perdagangan jasa lebih dinamis, sementara barang lebih peka terhadap tarif dan 

gangguan logistik. Kasus tersebut memperlihatkan bahwa dampak global selalu diterjemahkan melalui 

institusi domestik. Negara dengan fiskal kuat, data baik, dan koordinasi efektif dapat menahan guncangan; 

negara dengan kapasitas lemah cenderung membayar premi lebih tinggi dan bereaksi terlambat. 

Perusahaan besar memiliki persediaan, penasihat, serta akses kredit, sedangkan UMKM dan rumah 
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tangga hidup dengan bantalan terbatas. Dengan demikian, guncangan yang sama menghasilkan akibat 

sangat berbeda, dan rata-rata global tidak boleh dipakai untuk menghapus variasi tersebut. 

Implikasi kebijakan 

Reformasi harus memulihkan penyelesaian sengketa, meningkatkan transparansi subsidi, memperkuat 

bantuan penyesuaian, dan memberi ruang kebijakan yang proporsional bagi pembangunan. 

Pelaksanaannya perlu memiliki sasaran, indikator, tanggung jawab, jadwal evaluasi, dan mekanisme 

koreksi. Kebijakan tanpa kemampuan belajar mudah ditangkap kepentingan atau dipertahankan setelah 

tidak efektif. Sebaliknya, aturan yang terlalu kaku menghambat eksperimen. Pendekatan adaptif 

menetapkan arah jangka panjang, menjalankan portofolio intervensi, mengukur hasil nyata, dan 

menghentikan program yang gagal. Partisipasi publik, transparansi kontrak, data terbuka, dan 

pengawasan independen bukan tambahan kosmetik, melainkan sumber informasi serta legitimasi. 

6. Rantai Nilai Global, Logistik, dan Ketahanan Produksi 

Pokok argumentasi 

Rantai nilai global memecah produksi ke banyak yurisdiksi berdasarkan biaya, keahlian, logistik, dan 

aturan. Nilai terbesar sering terkonsentrasi pada desain, data, merek, pembiayaan, dan platform, bukan 

perakitan. Perspektif ini mengharuskan analisis bergerak dari angka agregat menuju struktur yang 

menghasilkan angka tersebut. Pertumbuhan PDB, misalnya, belum menjawab siapa pemilik aset, siapa 

yang mengendalikan keputusan investasi, bagaimana risiko dialihkan, atau apakah kapasitas produktif 

bertambah. Karena itu, ekonomi politik menghubungkan variabel ekonomi dengan legitimasi, institusi, 

ide, dan konflik kepentingan. Hubungan sebab-akibatnya jarang satu arah: kekuatan ekonomi 

memengaruhi kebijakan, tetapi kebijakan juga menciptakan serta mengubah kekuatan ekonomi. 

Lintasan historis 

Revolusi kontainer, teknologi informasi, dan liberalisasi investasi memungkinkan perusahaan memisahkan 

tahap produksi. Negara berkembang masuk melalui manufaktur padat karya, komoditas, atau layanan 

bisnis. Pembacaan historis penting karena institusi tidak lahir dari ruang hampa. Aturan kontemporer 

membawa jejak perang, kolonialisme, kompromi kelas, inovasi teknologi, dan krisis terdahulu. 

Ketergantungan jalur membuat pilihan masa kini dibatasi oleh infrastruktur, hukum, serta koalisi yang 

telah terbentuk. Namun sejarah bukan takdir. Krisis dapat membuka momen perubahan ketika gagasan 

baru bertemu kepemimpinan, kapasitas administratif, dan dukungan sosial yang memadai. 

Mekanisme ekonomi-politik 

Perusahaan pemimpin menetapkan spesifikasi, harga, jadwal, dan standar kepada pemasok. 

Ketergantungan asimetris muncul ketika pemasok mudah diganti sedangkan pembeli, teknologi, atau 

sertifikasi sulit digantikan. Mekanisme tersebut bekerja melalui insentif sekaligus kewenangan. Harga 
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mengoordinasikan perilaku, tetapi harga sendiri dipengaruhi pajak, subsidi, standar, struktur pasar, hak 

milik, dan akses pembiayaan. Di pasar terkonsentrasi, keputusan privat dapat memiliki dampak publik 

yang luas. Analisis yang memadai karena itu menanyakan urutan proses, titik kendali, pihak yang memiliki 

pilihan keluar, dan pihak yang terpaksa menerima syarat. Pemetaan ini membantu membedakan korelasi 

permukaan dari hubungan kekuasaan yang benar-benar menentukan hasil. 

Aktor dan koalisi 

Perusahaan utama, pemasok berjenjang, operator pelabuhan, perusahaan pelayaran, bank perdagangan, 

auditor standar, serta pekerja migran membentuk arsitektur produksi yang kompleks. Kepentingan setiap 

aktor tidak selalu tetap. Perusahaan dapat mendukung keterbukaan untuk input, tetapi meminta proteksi 

bagi produknya; negara dapat menuntut aturan multilateral sambil memakai pengecualian keamanan; 

masyarakat dapat menyukai harga murah sekaligus menginginkan pekerjaan domestik. Koalisi terbentuk 

lintas batas dan lintas kelas. Oleh sebab itu, istilah 'kepentingan nasional' perlu diuraikan: kepentingan 

sektor mana, wilayah mana, kelompok sosial mana, dan pada horizon waktu berapa lama. 

Dilema normatif 

Efisiensi just-in-time berhadapan dengan kebutuhan redundansi. Diversifikasi meningkatkan ketahanan, 

tetapi juga menaikkan biaya dan dapat memindahkan risiko kepada pemasok kecil. Dilema ini tidak dapat 

diselesaikan dengan slogan. Efisiensi statis mungkin menurunkan biaya hari ini, sedangkan ketahanan 

membutuhkan kapasitas cadangan yang tampak mahal sampai krisis terjadi. Kebijakan distributif juga 

memiliki dimensi waktu: kompensasi setelah kehilangan pekerjaan sering lebih lemah daripada investasi 

awal pada keterampilan dan diversifikasi wilayah. Evaluasi sebaiknya memakai beberapa kriteria 

sekaligus—efisiensi, ketahanan, keadilan, keberlanjutan, kebebasan, dan kelayakan administratif—seraya 

menjelaskan trade-off secara terbuka. 

Ilustrasi kontemporer 

Kekurangan alat kesehatan saat pandemi dan kemacetan pelabuhan memperlihatkan risiko konsentrasi. 

Sesudahnya, perusahaan memperkuat visibilitas pemasok dan perencanaan skenario, tetapi reshoring 

total tetap mahal. Kasus tersebut memperlihatkan bahwa dampak global selalu diterjemahkan melalui 

institusi domestik. Negara dengan fiskal kuat, data baik, dan koordinasi efektif dapat menahan guncangan; 

negara dengan kapasitas lemah cenderung membayar premi lebih tinggi dan bereaksi terlambat. 

Perusahaan besar memiliki persediaan, penasihat, serta akses kredit, sedangkan UMKM dan rumah 

tangga hidup dengan bantalan terbatas. Dengan demikian, guncangan yang sama menghasilkan akibat 

sangat berbeda, dan rata-rata global tidak boleh dipakai untuk menghapus variasi tersebut. 

Implikasi kebijakan 

Strategi upgrading harus mengejar kapabilitas desain, rekayasa, standar, data, dan layanan purnajual; 

bukan sekadar menaikkan volume ekspor berkomponen impor tinggi. Pelaksanaannya perlu memiliki 
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sasaran, indikator, tanggung jawab, jadwal evaluasi, dan mekanisme koreksi. Kebijakan tanpa kemampuan 

belajar mudah ditangkap kepentingan atau dipertahankan setelah tidak efektif. Sebaliknya, aturan yang 

terlalu kaku menghambat eksperimen. Pendekatan adaptif menetapkan arah jangka panjang, 

menjalankan portofolio intervensi, mengukur hasil nyata, dan menghentikan program yang gagal. 

Partisipasi publik, transparansi kontrak, data terbuka, dan pengawasan independen bukan tambahan 

kosmetik, melainkan sumber informasi serta legitimasi. 

7. Keuangan Global, Dolar, dan Hierarki Moneter 

Pokok argumentasi 

Sistem moneter internasional bersifat hierarkis. Mata uang cadangan memberi penerbitnya biaya 

pembiayaan lebih rendah dan kapasitas sanksi, sedangkan negara pinggiran menghadapi premi risiko 

serta ketidaksesuaian mata uang. Perspektif ini mengharuskan analisis bergerak dari angka agregat 

menuju struktur yang menghasilkan angka tersebut. Pertumbuhan PDB, misalnya, belum menjawab siapa 

pemilik aset, siapa yang mengendalikan keputusan investasi, bagaimana risiko dialihkan, atau apakah 

kapasitas produktif bertambah. Karena itu, ekonomi politik menghubungkan variabel ekonomi dengan 

legitimasi, institusi, ide, dan konflik kepentingan. Hubungan sebab-akibatnya jarang satu arah: kekuatan 

ekonomi memengaruhi kebijakan, tetapi kebijakan juga menciptakan serta mengubah kekuatan ekonomi. 

Lintasan historis 

Bretton Woods menggabungkan kurs tetap dengan kontrol modal, lalu runtuh menuju kurs lebih fleksibel 

dan keuangan global yang terintegrasi. Dominasi dolar bertahan karena kedalaman pasar, jaringan 

pembayaran, dan kepercayaan institusional. Pembacaan historis penting karena institusi tidak lahir dari 

ruang hampa. Aturan kontemporer membawa jejak perang, kolonialisme, kompromi kelas, inovasi 

teknologi, dan krisis terdahulu. Ketergantungan jalur membuat pilihan masa kini dibatasi oleh 

infrastruktur, hukum, serta koalisi yang telah terbentuk. Namun sejarah bukan takdir. Krisis dapat 

membuka momen perubahan ketika gagasan baru bertemu kepemimpinan, kapasitas administratif, dan 

dukungan sosial yang memadai. 

Mekanisme ekonomi-politik 

Perubahan suku bunga di pusat memengaruhi aliran modal, nilai tukar, dan biaya utang di seluruh dunia. 

Perusahaan atau pemerintah yang berutang dalam mata uang asing menghadapi beban meningkat ketika 

mata uang domestik melemah. Mekanisme tersebut bekerja melalui insentif sekaligus kewenangan. Harga 

mengoordinasikan perilaku, tetapi harga sendiri dipengaruhi pajak, subsidi, standar, struktur pasar, hak 

milik, dan akses pembiayaan. Di pasar terkonsentrasi, keputusan privat dapat memiliki dampak publik 

yang luas. Analisis yang memadai karena itu menanyakan urutan proses, titik kendali, pihak yang memiliki 

pilihan keluar, dan pihak yang terpaksa menerima syarat. Pemetaan ini membantu membedakan korelasi 

permukaan dari hubungan kekuasaan yang benar-benar menentukan hasil. 
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Aktor dan koalisi 

Bank sentral utama, bank global, manajer aset, lembaga pemeringkat, IMF, dana kekayaan negara, dan 

penyedia infrastruktur pembayaran memiliki pengaruh yang tidak seimbang. Kepentingan setiap aktor 

tidak selalu tetap. Perusahaan dapat mendukung keterbukaan untuk input, tetapi meminta proteksi bagi 

produknya; negara dapat menuntut aturan multilateral sambil memakai pengecualian keamanan; 

masyarakat dapat menyukai harga murah sekaligus menginginkan pekerjaan domestik. Koalisi terbentuk 

lintas batas dan lintas kelas. Oleh sebab itu, istilah 'kepentingan nasional' perlu diuraikan: kepentingan 

sektor mana, wilayah mana, kelompok sosial mana, dan pada horizon waktu berapa lama. 

Dilema normatif 

Mobilitas modal dapat membiayai investasi, tetapi juga mempersempit otonomi kebijakan. Diversifikasi 

mata uang mengurangi risiko konsentrasi, namun fragmentasi pembayaran dapat menambah biaya dan 

ketidakpastian. Dilema ini tidak dapat diselesaikan dengan slogan. Efisiensi statis mungkin menurunkan 

biaya hari ini, sedangkan ketahanan membutuhkan kapasitas cadangan yang tampak mahal sampai krisis 

terjadi. Kebijakan distributif juga memiliki dimensi waktu: kompensasi setelah kehilangan pekerjaan 

sering lebih lemah daripada investasi awal pada keterampilan dan diversifikasi wilayah. Evaluasi sebaiknya 

memakai beberapa kriteria sekaligus—efisiensi, ketahanan, keadilan, keberlanjutan, kebebasan, dan 

kelayakan administratif—seraya menjelaskan trade-off secara terbuka. 

Ilustrasi kontemporer 

Siklus pengetatan moneter global menunjukkan bagaimana keputusan bank sentral negara maju 

menimbulkan arus keluar dan depresiasi di negara berkembang walaupun fundamental domestiknya 

relatif baik. Kasus tersebut memperlihatkan bahwa dampak global selalu diterjemahkan melalui institusi 

domestik. Negara dengan fiskal kuat, data baik, dan koordinasi efektif dapat menahan guncangan; negara 

dengan kapasitas lemah cenderung membayar premi lebih tinggi dan bereaksi terlambat. Perusahaan 

besar memiliki persediaan, penasihat, serta akses kredit, sedangkan UMKM dan rumah tangga hidup 

dengan bantalan terbatas. Dengan demikian, guncangan yang sama menghasilkan akibat sangat berbeda, 

dan rata-rata global tidak boleh dipakai untuk menghapus variasi tersebut. 

Implikasi kebijakan 

Cadangan devisa, pasar obligasi mata uang lokal, instrumen makroprudensial, swap regional, dan 

pengelolaan arus modal yang terukur merupakan bagian dari ketahanan moneter. Pelaksanaannya perlu 

memiliki sasaran, indikator, tanggung jawab, jadwal evaluasi, dan mekanisme koreksi. Kebijakan tanpa 

kemampuan belajar mudah ditangkap kepentingan atau dipertahankan setelah tidak efektif. Sebaliknya, 

aturan yang terlalu kaku menghambat eksperimen. Pendekatan adaptif menetapkan arah jangka panjang, 

menjalankan portofolio intervensi, mengukur hasil nyata, dan menghentikan program yang gagal. 

Partisipasi publik, transparansi kontrak, data terbuka, dan pengawasan independen bukan tambahan 

kosmetik, melainkan sumber informasi serta legitimasi. 
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8. Utang, Fiskal, dan Ruang Kebijakan Pembangunan 

Pokok argumentasi 

Utang publik bukan semata persoalan besar-kecilnya angka, tetapi menyangkut mata uang, tenor, suku 

bunga, basis pajak, kualitas belanja, dan kapasitas politik untuk membagi beban penyesuaian. Perspektif 

ini mengharuskan analisis bergerak dari angka agregat menuju struktur yang menghasilkan angka 

tersebut. Pertumbuhan PDB, misalnya, belum menjawab siapa pemilik aset, siapa yang mengendalikan 

keputusan investasi, bagaimana risiko dialihkan, atau apakah kapasitas produktif bertambah. Karena itu, 

ekonomi politik menghubungkan variabel ekonomi dengan legitimasi, institusi, ide, dan konflik 

kepentingan. Hubungan sebab-akibatnya jarang satu arah: kekuatan ekonomi memengaruhi kebijakan, 

tetapi kebijakan juga menciptakan serta mengubah kekuatan ekonomi. 

Lintasan historis 

Gelombang utang berulang mengikuti periode likuiditas murah, guncangan komoditas, krisis perbankan, 

atau keadaan darurat. Restrukturisasi sering terlambat karena koordinasi kreditur dan kekhawatiran 

reputasi. Pembacaan historis penting karena institusi tidak lahir dari ruang hampa. Aturan kontemporer 

membawa jejak perang, kolonialisme, kompromi kelas, inovasi teknologi, dan krisis terdahulu. 

Ketergantungan jalur membuat pilihan masa kini dibatasi oleh infrastruktur, hukum, serta koalisi yang 

telah terbentuk. Namun sejarah bukan takdir. Krisis dapat membuka momen perubahan ketika gagasan 

baru bertemu kepemimpinan, kapasitas administratif, dan dukungan sosial yang memadai. 

Mekanisme ekonomi-politik 

Beban bunga menyisihkan belanja pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan adaptasi iklim. Austeritas 

yang terlalu cepat dapat memperlemah pertumbuhan sehingga rasio utang justru sulit turun. Mekanisme 

tersebut bekerja melalui insentif sekaligus kewenangan. Harga mengoordinasikan perilaku, tetapi harga 

sendiri dipengaruhi pajak, subsidi, standar, struktur pasar, hak milik, dan akses pembiayaan. Di pasar 

terkonsentrasi, keputusan privat dapat memiliki dampak publik yang luas. Analisis yang memadai karena 

itu menanyakan urutan proses, titik kendali, pihak yang memiliki pilihan keluar, dan pihak yang terpaksa 

menerima syarat. Pemetaan ini membantu membedakan korelasi permukaan dari hubungan kekuasaan 

yang benar-benar menentukan hasil. 

Aktor dan koalisi 

Kementerian keuangan, parlemen, bank sentral, kreditur bilateral, pemegang obligasi, IMF, dan 

masyarakat pembayar pajak bernegosiasi mengenai siapa yang menanggung kerugian. Kepentingan setiap 

aktor tidak selalu tetap. Perusahaan dapat mendukung keterbukaan untuk input, tetapi meminta proteksi 

bagi produknya; negara dapat menuntut aturan multilateral sambil memakai pengecualian keamanan; 

masyarakat dapat menyukai harga murah sekaligus menginginkan pekerjaan domestik. Koalisi terbentuk 
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lintas batas dan lintas kelas. Oleh sebab itu, istilah 'kepentingan nasional' perlu diuraikan: kepentingan 

sektor mana, wilayah mana, kelompok sosial mana, dan pada horizon waktu berapa lama. 

Dilema normatif 

Disiplin fiskal dibutuhkan untuk kredibilitas, tetapi konsolidasi tanpa perlindungan sosial dapat merusak 

legitimasi dan kapasitas produktif. Ruang fiskal juga dipengaruhi ketidakadilan pajak global. Dilema ini 

tidak dapat diselesaikan dengan slogan. Efisiensi statis mungkin menurunkan biaya hari ini, sedangkan 

ketahanan membutuhkan kapasitas cadangan yang tampak mahal sampai krisis terjadi. Kebijakan 

distributif juga memiliki dimensi waktu: kompensasi setelah kehilangan pekerjaan sering lebih lemah 

daripada investasi awal pada keterampilan dan diversifikasi wilayah. Evaluasi sebaiknya memakai 

beberapa kriteria sekaligus—efisiensi, ketahanan, keadilan, keberlanjutan, kebebasan, dan kelayakan 

administratif—seraya menjelaskan trade-off secara terbuka. 

Ilustrasi kontemporer 

IMF memperkirakan utang publik global mendekati 94 persen PDB pada 2025 dan menuju 100 persen 

pada 2029. Kenaikan terutama didorong ekonomi besar, sementara negara miskin menghadapi biaya 

modal lebih berat. Kasus tersebut memperlihatkan bahwa dampak global selalu diterjemahkan melalui 

institusi domestik. Negara dengan fiskal kuat, data baik, dan koordinasi efektif dapat menahan guncangan; 

negara dengan kapasitas lemah cenderung membayar premi lebih tinggi dan bereaksi terlambat. 

Perusahaan besar memiliki persediaan, penasihat, serta akses kredit, sedangkan UMKM dan rumah 

tangga hidup dengan bantalan terbatas. Dengan demikian, guncangan yang sama menghasilkan akibat 

sangat berbeda, dan rata-rata global tidak boleh dipakai untuk menghapus variasi tersebut. 

Implikasi kebijakan 

Kerangka utang perlu mengutamakan transparansi, restrukturisasi dini, klausul bencana, mobilisasi pajak 

progresif, dan perlindungan investasi publik bernilai tinggi. Pelaksanaannya perlu memiliki sasaran, 

indikator, tanggung jawab, jadwal evaluasi, dan mekanisme koreksi. Kebijakan tanpa kemampuan belajar 

mudah ditangkap kepentingan atau dipertahankan setelah tidak efektif. Sebaliknya, aturan yang terlalu 

kaku menghambat eksperimen. Pendekatan adaptif menetapkan arah jangka panjang, menjalankan 

portofolio intervensi, mengukur hasil nyata, dan menghentikan program yang gagal. Partisipasi publik, 

transparansi kontrak, data terbuka, dan pengawasan independen bukan tambahan kosmetik, melainkan 

sumber informasi serta legitimasi. 

9. Korporasi Multinasional, FDI, dan Persaingan Pajak 

Pokok argumentasi 

Investasi asing langsung dapat membawa modal, teknologi, pasar, dan praktik manajemen, tetapi 

manfaatnya bergantung pada keterkaitan domestik, kapasitas tawar, struktur pajak, serta tujuan 
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pembangunan. Perspektif ini mengharuskan analisis bergerak dari angka agregat menuju struktur yang 

menghasilkan angka tersebut. Pertumbuhan PDB, misalnya, belum menjawab siapa pemilik aset, siapa 

yang mengendalikan keputusan investasi, bagaimana risiko dialihkan, atau apakah kapasitas produktif 

bertambah. Karena itu, ekonomi politik menghubungkan variabel ekonomi dengan legitimasi, institusi, 

ide, dan konflik kepentingan. Hubungan sebab-akibatnya jarang satu arah: kekuatan ekonomi 

memengaruhi kebijakan, tetapi kebijakan juga menciptakan serta mengubah kekuatan ekonomi. 

Lintasan historis 

Liberalisasi investasi memperbesar peran perusahaan multinasional. Digitalisasi dan aset tak berwujud 

kemudian memudahkan pengalihan laba ke yurisdiksi pajak rendah. Pembacaan historis penting karena 

institusi tidak lahir dari ruang hampa. Aturan kontemporer membawa jejak perang, kolonialisme, 

kompromi kelas, inovasi teknologi, dan krisis terdahulu. Ketergantungan jalur membuat pilihan masa kini 

dibatasi oleh infrastruktur, hukum, serta koalisi yang telah terbentuk. Namun sejarah bukan takdir. Krisis 

dapat membuka momen perubahan ketika gagasan baru bertemu kepemimpinan, kapasitas administratif, 

dan dukungan sosial yang memadai. 

Mekanisme ekonomi-politik 

FDI meningkatkan kapasitas apabila menciptakan pemasok lokal dan transfer pengetahuan. Sebaliknya, 

insentif berlebihan, repatriasi laba, praktik harga transfer, dan ekonomi enclave dapat membatasi nilai 

tambah. Mekanisme tersebut bekerja melalui insentif sekaligus kewenangan. Harga mengoordinasikan 

perilaku, tetapi harga sendiri dipengaruhi pajak, subsidi, standar, struktur pasar, hak milik, dan akses 

pembiayaan. Di pasar terkonsentrasi, keputusan privat dapat memiliki dampak publik yang luas. Analisis 

yang memadai karena itu menanyakan urutan proses, titik kendali, pihak yang memiliki pilihan keluar, dan 

pihak yang terpaksa menerima syarat. Pemetaan ini membantu membedakan korelasi permukaan dari 

hubungan kekuasaan yang benar-benar menentukan hasil. 

Aktor dan koalisi 

Perusahaan multinasional bernegosiasi dengan pemerintah nasional dan daerah, sementara konsultan, 

firma hukum, pusat keuangan, dan perjanjian investasi membentuk pilihan yang tersedia. Kepentingan 

setiap aktor tidak selalu tetap. Perusahaan dapat mendukung keterbukaan untuk input, tetapi meminta 

proteksi bagi produknya; negara dapat menuntut aturan multilateral sambil memakai pengecualian 

keamanan; masyarakat dapat menyukai harga murah sekaligus menginginkan pekerjaan domestik. Koalisi 

terbentuk lintas batas dan lintas kelas. Oleh sebab itu, istilah 'kepentingan nasional' perlu diuraikan: 

kepentingan sektor mana, wilayah mana, kelompok sosial mana, dan pada horizon waktu berapa lama. 

Dilema normatif 

Negara bersaing menarik modal tetapi sekaligus membutuhkan penerimaan dan regulasi. Perlombaan 

menurunkan pajak dapat mengalihkan beban kepada pekerja dan perusahaan domestik. Dilema ini tidak 
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dapat diselesaikan dengan slogan. Efisiensi statis mungkin menurunkan biaya hari ini, sedangkan 

ketahanan membutuhkan kapasitas cadangan yang tampak mahal sampai krisis terjadi. Kebijakan 

distributif juga memiliki dimensi waktu: kompensasi setelah kehilangan pekerjaan sering lebih lemah 

daripada investasi awal pada keterampilan dan diversifikasi wilayah. Evaluasi sebaiknya memakai 

beberapa kriteria sekaligus—efisiensi, ketahanan, keadilan, keberlanjutan, kebebasan, dan kelayakan 

administratif—seraya menjelaskan trade-off secara terbuka. 

Ilustrasi kontemporer 

UNCTAD melaporkan FDI global 2025 naik menjadi sekitar 1,6 triliun dolar AS, tetapi pemulihannya rapuh 

dan tidak merata. Angka agregat dapat menutupi arus melalui pusat keuangan. Kasus tersebut 

memperlihatkan bahwa dampak global selalu diterjemahkan melalui institusi domestik. Negara dengan 

fiskal kuat, data baik, dan koordinasi efektif dapat menahan guncangan; negara dengan kapasitas lemah 

cenderung membayar premi lebih tinggi dan bereaksi terlambat. Perusahaan besar memiliki persediaan, 

penasihat, serta akses kredit, sedangkan UMKM dan rumah tangga hidup dengan bantalan terbatas. 

Dengan demikian, guncangan yang sama menghasilkan akibat sangat berbeda, dan rata-rata global tidak 

boleh dipakai untuk menghapus variasi tersebut. 

Implikasi kebijakan 

Insentif harus berbasis kinerja, terbuka, dan dievaluasi menurut tambahan investasi, pekerjaan 

berkualitas, emisi, keterkaitan lokal, serta penerimaan bersih. Pelaksanaannya perlu memiliki sasaran, 

indikator, tanggung jawab, jadwal evaluasi, dan mekanisme koreksi. Kebijakan tanpa kemampuan belajar 

mudah ditangkap kepentingan atau dipertahankan setelah tidak efektif. Sebaliknya, aturan yang terlalu 

kaku menghambat eksperimen. Pendekatan adaptif menetapkan arah jangka panjang, menjalankan 

portofolio intervensi, mengukur hasil nyata, dan menghentikan program yang gagal. Partisipasi publik, 

transparansi kontrak, data terbuka, dan pengawasan independen bukan tambahan kosmetik, melainkan 

sumber informasi serta legitimasi. 

10. Teknologi, Semikonduktor, AI, dan Kedaulatan Digital 

Pokok argumentasi 

Teknologi digital mengubah produktivitas sekaligus distribusi kekuasaan. Data, komputasi awan, chip, 

model AI, dan talenta membentuk lapisan infrastruktur yang sangat terkonsentrasi. Perspektif ini 

mengharuskan analisis bergerak dari angka agregat menuju struktur yang menghasilkan angka tersebut. 

Pertumbuhan PDB, misalnya, belum menjawab siapa pemilik aset, siapa yang mengendalikan keputusan 

investasi, bagaimana risiko dialihkan, atau apakah kapasitas produktif bertambah. Karena itu, ekonomi 

politik menghubungkan variabel ekonomi dengan legitimasi, institusi, ide, dan konflik kepentingan. 

Hubungan sebab-akibatnya jarang satu arah: kekuatan ekonomi memengaruhi kebijakan, tetapi kebijakan 

juga menciptakan serta mengubah kekuatan ekonomi. 
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Lintasan historis 

Internet berawal dari arsitektur terbuka, tetapi ekonomi platform mendorong efek jaringan, integrasi 

vertikal, dan akumulasi data. AI generatif memperkuat kebutuhan komputasi serta energi. Pembacaan 

historis penting karena institusi tidak lahir dari ruang hampa. Aturan kontemporer membawa jejak 

perang, kolonialisme, kompromi kelas, inovasi teknologi, dan krisis terdahulu. Ketergantungan jalur 

membuat pilihan masa kini dibatasi oleh infrastruktur, hukum, serta koalisi yang telah terbentuk. Namun 

sejarah bukan takdir. Krisis dapat membuka momen perubahan ketika gagasan baru bertemu 

kepemimpinan, kapasitas administratif, dan dukungan sosial yang memadai. 

Mekanisme ekonomi-politik 

Skala data dan modal menciptakan keunggulan kumulatif. Pemilik platform dapat menentukan akses 

pasar, biaya, visibilitas, dan standar, sementara pengguna menghasilkan nilai tanpa selalu memperoleh 

bagian yang setara. Mekanisme tersebut bekerja melalui insentif sekaligus kewenangan. Harga 

mengoordinasikan perilaku, tetapi harga sendiri dipengaruhi pajak, subsidi, standar, struktur pasar, hak 

milik, dan akses pembiayaan. Di pasar terkonsentrasi, keputusan privat dapat memiliki dampak publik 

yang luas. Analisis yang memadai karena itu menanyakan urutan proses, titik kendali, pihak yang memiliki 

pilihan keluar, dan pihak yang terpaksa menerima syarat. Pemetaan ini membantu membedakan korelasi 

permukaan dari hubungan kekuasaan yang benar-benar menentukan hasil. 

Aktor dan koalisi 

Negara, perusahaan chip, penyedia cloud, laboratorium AI, universitas, pembuat aplikasi, pekerja kreatif, 

dan masyarakat sipil berkompetisi mengenai akses, keamanan, dan hak. Kepentingan setiap aktor tidak 

selalu tetap. Perusahaan dapat mendukung keterbukaan untuk input, tetapi meminta proteksi bagi 

produknya; negara dapat menuntut aturan multilateral sambil memakai pengecualian keamanan; 

masyarakat dapat menyukai harga murah sekaligus menginginkan pekerjaan domestik. Koalisi terbentuk 

lintas batas dan lintas kelas. Oleh sebab itu, istilah 'kepentingan nasional' perlu diuraikan: kepentingan 

sektor mana, wilayah mana, kelompok sosial mana, dan pada horizon waktu berapa lama. 

Dilema normatif 

Inovasi cepat berhadapan dengan akuntabilitas, keterbukaan dengan keamanan, dan personalisasi 

dengan privasi. Kedaulatan digital tidak boleh berubah menjadi isolasi teknologi. Dilema ini tidak dapat 

diselesaikan dengan slogan. Efisiensi statis mungkin menurunkan biaya hari ini, sedangkan ketahanan 

membutuhkan kapasitas cadangan yang tampak mahal sampai krisis terjadi. Kebijakan distributif juga 

memiliki dimensi waktu: kompensasi setelah kehilangan pekerjaan sering lebih lemah daripada investasi 

awal pada keterampilan dan diversifikasi wilayah. Evaluasi sebaiknya memakai beberapa kriteria 

sekaligus—efisiensi, ketahanan, keadilan, keberlanjutan, kebebasan, dan kelayakan administratif—seraya 

menjelaskan trade-off secara terbuka. 
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Ilustrasi kontemporer 

Kontrol ekspor chip canggih dan subsidi fasilitas fabrikasi menunjukkan bahwa AI telah menjadi isu 

industri, militer, dan geopolitik sekaligus. Kasus tersebut memperlihatkan bahwa dampak global selalu 

diterjemahkan melalui institusi domestik. Negara dengan fiskal kuat, data baik, dan koordinasi efektif 

dapat menahan guncangan; negara dengan kapasitas lemah cenderung membayar premi lebih tinggi dan 

bereaksi terlambat. Perusahaan besar memiliki persediaan, penasihat, serta akses kredit, sedangkan 

UMKM dan rumah tangga hidup dengan bantalan terbatas. Dengan demikian, guncangan yang sama 

menghasilkan akibat sangat berbeda, dan rata-rata global tidak boleh dipakai untuk menghapus variasi 

tersebut. 

Implikasi kebijakan 

Negara berkembang perlu membangun konektivitas, pusat data yang efisien, talenta, bahasa lokal, 

kebijakan persaingan, akses komputasi publik, serta interoperabilitas dan perlindungan data. 

Pelaksanaannya perlu memiliki sasaran, indikator, tanggung jawab, jadwal evaluasi, dan mekanisme 

koreksi. Kebijakan tanpa kemampuan belajar mudah ditangkap kepentingan atau dipertahankan setelah 

tidak efektif. Sebaliknya, aturan yang terlalu kaku menghambat eksperimen. Pendekatan adaptif 

menetapkan arah jangka panjang, menjalankan portofolio intervensi, mengukur hasil nyata, dan 

menghentikan program yang gagal. Partisipasi publik, transparansi kontrak, data terbuka, dan 

pengawasan independen bukan tambahan kosmetik, melainkan sumber informasi serta legitimasi. 

11. Pasar Tenaga Kerja, Otomatisasi, dan Kontrak Sosial 

Pokok argumentasi 

Teknologi tidak menentukan masa depan kerja secara tunggal. Dampaknya dimediasi oleh organisasi 

kerja, pendidikan, kekuatan tawar, perlindungan sosial, dan pilihan mengenai siapa yang memiliki mesin 

serta data. Perspektif ini mengharuskan analisis bergerak dari angka agregat menuju struktur yang 

menghasilkan angka tersebut. Pertumbuhan PDB, misalnya, belum menjawab siapa pemilik aset, siapa 

yang mengendalikan keputusan investasi, bagaimana risiko dialihkan, atau apakah kapasitas produktif 

bertambah. Karena itu, ekonomi politik menghubungkan variabel ekonomi dengan legitimasi, institusi, 

ide, dan konflik kepentingan. Hubungan sebab-akibatnya jarang satu arah: kekuatan ekonomi 

memengaruhi kebijakan, tetapi kebijakan juga menciptakan serta mengubah kekuatan ekonomi. 

Lintasan historis 

Setiap revolusi teknologi menghapus sebagian tugas sekaligus menciptakan pekerjaan baru. Transisi 

menjadi berkeadilan hanya ketika institusi mendukung mobilitas dan pembagian kenaikan produktivitas. 

Pembacaan historis penting karena institusi tidak lahir dari ruang hampa. Aturan kontemporer membawa 

jejak perang, kolonialisme, kompromi kelas, inovasi teknologi, dan krisis terdahulu. Ketergantungan jalur 

membuat pilihan masa kini dibatasi oleh infrastruktur, hukum, serta koalisi yang telah terbentuk. Namun 
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sejarah bukan takdir. Krisis dapat membuka momen perubahan ketika gagasan baru bertemu 

kepemimpinan, kapasitas administratif, dan dukungan sosial yang memadai. 

Mekanisme ekonomi-politik 

Otomatisasi menggantikan tugas rutin, augmentasi meningkatkan kemampuan pekerja, dan platform 

memecah pekerjaan menjadi transaksi. Ketiga proses dapat berlangsung pada profesi yang sama. 

Mekanisme tersebut bekerja melalui insentif sekaligus kewenangan. Harga mengoordinasikan perilaku, 

tetapi harga sendiri dipengaruhi pajak, subsidi, standar, struktur pasar, hak milik, dan akses pembiayaan. 

Di pasar terkonsentrasi, keputusan privat dapat memiliki dampak publik yang luas. Analisis yang memadai 

karena itu menanyakan urutan proses, titik kendali, pihak yang memiliki pilihan keluar, dan pihak yang 

terpaksa menerima syarat. Pemetaan ini membantu membedakan korelasi permukaan dari hubungan 

kekuasaan yang benar-benar menentukan hasil. 

Aktor dan koalisi 

Pekerja, perusahaan, serikat, platform, lembaga pendidikan, pemerintah, dan penyedia teknologi 

menentukan desain pekerjaan serta pembagian pendapatan. Kepentingan setiap aktor tidak selalu tetap. 

Perusahaan dapat mendukung keterbukaan untuk input, tetapi meminta proteksi bagi produknya; negara 

dapat menuntut aturan multilateral sambil memakai pengecualian keamanan; masyarakat dapat 

menyukai harga murah sekaligus menginginkan pekerjaan domestik. Koalisi terbentuk lintas batas dan 

lintas kelas. Oleh sebab itu, istilah 'kepentingan nasional' perlu diuraikan: kepentingan sektor mana, 

wilayah mana, kelompok sosial mana, dan pada horizon waktu berapa lama. 

Dilema normatif 

Fleksibilitas dapat membuka akses, tetapi juga memindahkan risiko kepada individu. Produktivitas AI 

dapat meningkatkan upah atau memperbesar rente tergantung kepemilikan dan kompetisi. Dilema ini 

tidak dapat diselesaikan dengan slogan. Efisiensi statis mungkin menurunkan biaya hari ini, sedangkan 

ketahanan membutuhkan kapasitas cadangan yang tampak mahal sampai krisis terjadi. Kebijakan 

distributif juga memiliki dimensi waktu: kompensasi setelah kehilangan pekerjaan sering lebih lemah 

daripada investasi awal pada keterampilan dan diversifikasi wilayah. Evaluasi sebaiknya memakai 

beberapa kriteria sekaligus—efisiensi, ketahanan, keadilan, keberlanjutan, kebebasan, dan kelayakan 

administratif—seraya menjelaskan trade-off secara terbuka. 

Ilustrasi kontemporer 

ILO memperkirakan tingkat pengangguran global 2026 tetap sekitar 4,9 persen, tetapi kesenjangan 

pekerjaan jauh lebih besar daripada angka pengangguran. Stabilitas kuantitas tidak sama dengan kualitas. 

Kasus tersebut memperlihatkan bahwa dampak global selalu diterjemahkan melalui institusi domestik. 

Negara dengan fiskal kuat, data baik, dan koordinasi efektif dapat menahan guncangan; negara dengan 

kapasitas lemah cenderung membayar premi lebih tinggi dan bereaksi terlambat. Perusahaan besar 
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memiliki persediaan, penasihat, serta akses kredit, sedangkan UMKM dan rumah tangga hidup dengan 

bantalan terbatas. Dengan demikian, guncangan yang sama menghasilkan akibat sangat berbeda, dan 

rata-rata global tidak boleh dipakai untuk menghapus variasi tersebut. 

Implikasi kebijakan 

Pembelajaran sepanjang hayat, portabilitas perlindungan, dialog sosial, hak atas penjelasan algoritmik, 

dan pembagian keuntungan produktivitas perlu menjadi kontrak sosial baru. Pelaksanaannya perlu 

memiliki sasaran, indikator, tanggung jawab, jadwal evaluasi, dan mekanisme koreksi. Kebijakan tanpa 

kemampuan belajar mudah ditangkap kepentingan atau dipertahankan setelah tidak efektif. Sebaliknya, 

aturan yang terlalu kaku menghambat eksperimen. Pendekatan adaptif menetapkan arah jangka panjang, 

menjalankan portofolio intervensi, mengukur hasil nyata, dan menghentikan program yang gagal. 

Partisipasi publik, transparansi kontrak, data terbuka, dan pengawasan independen bukan tambahan 

kosmetik, melainkan sumber informasi serta legitimasi. 

12. Ketimpangan, Kelas, Gender, dan Reproduksi Sosial 

Pokok argumentasi 

Pertumbuhan global telah mengurangi kemiskinan di banyak tempat, tetapi distribusi kekayaan, 

keamanan, dan suara politik tetap timpang. Ketimpangan harus dilihat antarnegeri, di dalam negeri, serta 

antargenerasi. Perspektif ini mengharuskan analisis bergerak dari angka agregat menuju struktur yang 

menghasilkan angka tersebut. Pertumbuhan PDB, misalnya, belum menjawab siapa pemilik aset, siapa 

yang mengendalikan keputusan investasi, bagaimana risiko dialihkan, atau apakah kapasitas produktif 

bertambah. Karena itu, ekonomi politik menghubungkan variabel ekonomi dengan legitimasi, institusi, 

ide, dan konflik kepentingan. Hubungan sebab-akibatnya jarang satu arah: kekuatan ekonomi 

memengaruhi kebijakan, tetapi kebijakan juga menciptakan serta mengubah kekuatan ekonomi. 

Lintasan historis 

Globalisasi produksi meningkatkan sebagian kelas menengah Asia sekaligus menekan komunitas industri 

tertentu di negara maju. Finansialisasi dan kenaikan harga aset memperbesar keuntungan pemilik modal. 

Pembacaan historis penting karena institusi tidak lahir dari ruang hampa. Aturan kontemporer membawa 

jejak perang, kolonialisme, kompromi kelas, inovasi teknologi, dan krisis terdahulu. Ketergantungan jalur 

membuat pilihan masa kini dibatasi oleh infrastruktur, hukum, serta koalisi yang telah terbentuk. Namun 

sejarah bukan takdir. Krisis dapat membuka momen perubahan ketika gagasan baru bertemu 

kepemimpinan, kapasitas administratif, dan dukungan sosial yang memadai. 

Mekanisme ekonomi-politik 

Ketimpangan diwariskan melalui pendidikan, kesehatan, perumahan, kepemilikan aset, jaringan sosial, 

dan kerja perawatan tak dibayar. Pasar tenaga kerja kemudian mereproduksi perbedaan awal. Mekanisme 
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tersebut bekerja melalui insentif sekaligus kewenangan. Harga mengoordinasikan perilaku, tetapi harga 

sendiri dipengaruhi pajak, subsidi, standar, struktur pasar, hak milik, dan akses pembiayaan. Di pasar 

terkonsentrasi, keputusan privat dapat memiliki dampak publik yang luas. Analisis yang memadai karena 

itu menanyakan urutan proses, titik kendali, pihak yang memiliki pilihan keluar, dan pihak yang terpaksa 

menerima syarat. Pemetaan ini membantu membedakan korelasi permukaan dari hubungan kekuasaan 

yang benar-benar menentukan hasil. 

Aktor dan koalisi 

Rumah tangga, perusahaan, negara kesejahteraan, sekolah, pasar perumahan, dan norma gender 

menentukan peluang hidup. Analisis agregat sering menyembunyikan pengalaman perempuan dan 

kelompok marjinal. Kepentingan setiap aktor tidak selalu tetap. Perusahaan dapat mendukung 

keterbukaan untuk input, tetapi meminta proteksi bagi produknya; negara dapat menuntut aturan 

multilateral sambil memakai pengecualian keamanan; masyarakat dapat menyukai harga murah sekaligus 

menginginkan pekerjaan domestik. Koalisi terbentuk lintas batas dan lintas kelas. Oleh sebab itu, istilah 

'kepentingan nasional' perlu diuraikan: kepentingan sektor mana, wilayah mana, kelompok sosial mana, 

dan pada horizon waktu berapa lama. 

Dilema normatif 

Redistribusi setelah pasar penting, tetapi tidak cukup apabila struktur pasar sangat terkonsentrasi. 

Predistribusi melalui upah, persaingan, layanan publik, dan kepemilikan juga diperlukan. Dilema ini tidak 

dapat diselesaikan dengan slogan. Efisiensi statis mungkin menurunkan biaya hari ini, sedangkan 

ketahanan membutuhkan kapasitas cadangan yang tampak mahal sampai krisis terjadi. Kebijakan 

distributif juga memiliki dimensi waktu: kompensasi setelah kehilangan pekerjaan sering lebih lemah 

daripada investasi awal pada keterampilan dan diversifikasi wilayah. Evaluasi sebaiknya memakai 

beberapa kriteria sekaligus—efisiensi, ketahanan, keadilan, keberlanjutan, kebebasan, dan kelayakan 

administratif—seraya menjelaskan trade-off secara terbuka. 

Ilustrasi kontemporer 

Pekerja yang dapat bekerja jarak jauh memperoleh perlindungan saat krisis, sementara pekerja layanan 

esensial menghadapi risiko lebih besar. Perbedaan digital memperkuat perbedaan pendapatan dan 

kesempatan. Kasus tersebut memperlihatkan bahwa dampak global selalu diterjemahkan melalui institusi 

domestik. Negara dengan fiskal kuat, data baik, dan koordinasi efektif dapat menahan guncangan; negara 

dengan kapasitas lemah cenderung membayar premi lebih tinggi dan bereaksi terlambat. Perusahaan 

besar memiliki persediaan, penasihat, serta akses kredit, sedangkan UMKM dan rumah tangga hidup 

dengan bantalan terbatas. Dengan demikian, guncangan yang sama menghasilkan akibat sangat berbeda, 

dan rata-rata global tidak boleh dipakai untuk menghapus variasi tersebut. 
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Implikasi kebijakan 

Sistem pajak progresif, layanan dasar universal, investasi perawatan, kebijakan upah, antimonopoli, dan 

perluasan kepemilikan produktif harus dirancang sebagai satu paket. Pelaksanaannya perlu memiliki 

sasaran, indikator, tanggung jawab, jadwal evaluasi, dan mekanisme koreksi. Kebijakan tanpa kemampuan 

belajar mudah ditangkap kepentingan atau dipertahankan setelah tidak efektif. Sebaliknya, aturan yang 

terlalu kaku menghambat eksperimen. Pendekatan adaptif menetapkan arah jangka panjang, 

menjalankan portofolio intervensi, mengukur hasil nyata, dan menghentikan program yang gagal. 

Partisipasi publik, transparansi kontrak, data terbuka, dan pengawasan independen bukan tambahan 

kosmetik, melainkan sumber informasi serta legitimasi. 

13. Komoditas, Pangan, dan Politik Sumber Daya 

Pokok argumentasi 

Komoditas menghubungkan produksi lokal dengan harga, pembiayaan, dan keamanan global. Negara 

pengekspor memperoleh devisa, tetapi rentan terhadap volatilitas, ekstraksi berlebihan, dan 

pembentukan enclave. Perspektif ini mengharuskan analisis bergerak dari angka agregat menuju struktur 

yang menghasilkan angka tersebut. Pertumbuhan PDB, misalnya, belum menjawab siapa pemilik aset, 

siapa yang mengendalikan keputusan investasi, bagaimana risiko dialihkan, atau apakah kapasitas 

produktif bertambah. Karena itu, ekonomi politik menghubungkan variabel ekonomi dengan legitimasi, 

institusi, ide, dan konflik kepentingan. Hubungan sebab-akibatnya jarang satu arah: kekuatan ekonomi 

memengaruhi kebijakan, tetapi kebijakan juga menciptakan serta mengubah kekuatan ekonomi. 

Lintasan historis 

Struktur kolonial membentuk banyak ekonomi sebagai pemasok bahan mentah. Setelah kemerdekaan, 

diversifikasi sering terhambat oleh siklus boom–bust dan kepentingan yang diuntungkan dari rente. 

Pembacaan historis penting karena institusi tidak lahir dari ruang hampa. Aturan kontemporer membawa 

jejak perang, kolonialisme, kompromi kelas, inovasi teknologi, dan krisis terdahulu. Ketergantungan jalur 

membuat pilihan masa kini dibatasi oleh infrastruktur, hukum, serta koalisi yang telah terbentuk. Namun 

sejarah bukan takdir. Krisis dapat membuka momen perubahan ketika gagasan baru bertemu 

kepemimpinan, kapasitas administratif, dan dukungan sosial yang memadai. 

Mekanisme ekonomi-politik 

Kenaikan harga memperbesar penerimaan dan mata uang, tetapi dapat melemahkan sektor lain. Ketika 

harga turun, utang dan proyek yang dibangun pada asumsi optimistis menjadi beban. Mekanisme tersebut 

bekerja melalui insentif sekaligus kewenangan. Harga mengoordinasikan perilaku, tetapi harga sendiri 

dipengaruhi pajak, subsidi, standar, struktur pasar, hak milik, dan akses pembiayaan. Di pasar 

terkonsentrasi, keputusan privat dapat memiliki dampak publik yang luas. Analisis yang memadai karena 

itu menanyakan urutan proses, titik kendali, pihak yang memiliki pilihan keluar, dan pihak yang terpaksa 
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menerima syarat. Pemetaan ini membantu membedakan korelasi permukaan dari hubungan kekuasaan 

yang benar-benar menentukan hasil. 

Aktor dan koalisi 

Perusahaan tambang dan agribisnis, pedagang komoditas, negara, komunitas lokal, konsumen, serta 

bursa berjangka berinteraksi dalam rantai yang tidak seimbang. Kepentingan setiap aktor tidak selalu 

tetap. Perusahaan dapat mendukung keterbukaan untuk input, tetapi meminta proteksi bagi produknya; 

negara dapat menuntut aturan multilateral sambil memakai pengecualian keamanan; masyarakat dapat 

menyukai harga murah sekaligus menginginkan pekerjaan domestik. Koalisi terbentuk lintas batas dan 

lintas kelas. Oleh sebab itu, istilah 'kepentingan nasional' perlu diuraikan: kepentingan sektor mana, 

wilayah mana, kelompok sosial mana, dan pada horizon waktu berapa lama. 

Dilema normatif 

Ketahanan pangan dapat bertentangan dengan orientasi ekspor; hilirisasi dapat menciptakan nilai tambah 

tetapi juga memperbesar tekanan energi, air, dan tanah. Dilema ini tidak dapat diselesaikan dengan 

slogan. Efisiensi statis mungkin menurunkan biaya hari ini, sedangkan ketahanan membutuhkan kapasitas 

cadangan yang tampak mahal sampai krisis terjadi. Kebijakan distributif juga memiliki dimensi waktu: 

kompensasi setelah kehilangan pekerjaan sering lebih lemah daripada investasi awal pada keterampilan 

dan diversifikasi wilayah. Evaluasi sebaiknya memakai beberapa kriteria sekaligus—efisiensi, ketahanan, 

keadilan, keberlanjutan, kebebasan, dan kelayakan administratif—seraya menjelaskan trade-off secara 

terbuka. 

Ilustrasi kontemporer 

Guncangan harga energi dan pangan akibat konflik memperlihatkan hubungan antara jalur pelayaran, 

pupuk, kurs, dan inflasi rumah tangga. Kasus tersebut memperlihatkan bahwa dampak global selalu 

diterjemahkan melalui institusi domestik. Negara dengan fiskal kuat, data baik, dan koordinasi efektif 

dapat menahan guncangan; negara dengan kapasitas lemah cenderung membayar premi lebih tinggi dan 

bereaksi terlambat. Perusahaan besar memiliki persediaan, penasihat, serta akses kredit, sedangkan 

UMKM dan rumah tangga hidup dengan bantalan terbatas. Dengan demikian, guncangan yang sama 

menghasilkan akibat sangat berbeda, dan rata-rata global tidak boleh dipakai untuk menghapus variasi 

tersebut. 

Implikasi kebijakan 

Dana stabilisasi, transparansi penerimaan, diversifikasi, cadangan strategis, hak masyarakat, dan standar 

ekologis harus menyertai strategi komoditas. Pelaksanaannya perlu memiliki sasaran, indikator, tanggung 

jawab, jadwal evaluasi, dan mekanisme koreksi. Kebijakan tanpa kemampuan belajar mudah ditangkap 

kepentingan atau dipertahankan setelah tidak efektif. Sebaliknya, aturan yang terlalu kaku menghambat 

eksperimen. Pendekatan adaptif menetapkan arah jangka panjang, menjalankan portofolio intervensi, 
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mengukur hasil nyata, dan menghentikan program yang gagal. Partisipasi publik, transparansi kontrak, 

data terbuka, dan pengawasan independen bukan tambahan kosmetik, melainkan sumber informasi serta 

legitimasi. 

14. Transisi Energi, Iklim, dan Ekonomi Politik Hijau 

Pokok argumentasi 

Transisi energi bukan penggantian teknologi semata, melainkan redistribusi aset, pekerjaan, wilayah 

produksi, dan kekuasaan. Pemenang dan pihak yang menanggung biaya ditentukan oleh kebijakan. 

Perspektif ini mengharuskan analisis bergerak dari angka agregat menuju struktur yang menghasilkan 

angka tersebut. Pertumbuhan PDB, misalnya, belum menjawab siapa pemilik aset, siapa yang 

mengendalikan keputusan investasi, bagaimana risiko dialihkan, atau apakah kapasitas produktif 

bertambah. Karena itu, ekonomi politik menghubungkan variabel ekonomi dengan legitimasi, institusi, 

ide, dan konflik kepentingan. Hubungan sebab-akibatnya jarang satu arah: kekuatan ekonomi 

memengaruhi kebijakan, tetapi kebijakan juga menciptakan serta mengubah kekuatan ekonomi. 

Lintasan historis 

Sistem industri dibangun di atas bahan bakar fosil dan infrastruktur berumur panjang. Kesadaran iklim 

meningkat, tetapi investasi serta konsumsi tetap terkunci oleh aset, subsidi, dan kepentingan. Pembacaan 

historis penting karena institusi tidak lahir dari ruang hampa. Aturan kontemporer membawa jejak 

perang, kolonialisme, kompromi kelas, inovasi teknologi, dan krisis terdahulu. Ketergantungan jalur 

membuat pilihan masa kini dibatasi oleh infrastruktur, hukum, serta koalisi yang telah terbentuk. Namun 

sejarah bukan takdir. Krisis dapat membuka momen perubahan ketika gagasan baru bertemu 

kepemimpinan, kapasitas administratif, dan dukungan sosial yang memadai. 

Mekanisme ekonomi-politik 

Harga karbon, standar, subsidi, pembiayaan murah, dan pengadaan mempercepat teknologi bersih. 

Mineral kritis dan jaringan listrik menjadi titik baru ketergantungan. Mekanisme tersebut bekerja melalui 

insentif sekaligus kewenangan. Harga mengoordinasikan perilaku, tetapi harga sendiri dipengaruhi pajak, 

subsidi, standar, struktur pasar, hak milik, dan akses pembiayaan. Di pasar terkonsentrasi, keputusan 

privat dapat memiliki dampak publik yang luas. Analisis yang memadai karena itu menanyakan urutan 

proses, titik kendali, pihak yang memiliki pilihan keluar, dan pihak yang terpaksa menerima syarat. 

Pemetaan ini membantu membedakan korelasi permukaan dari hubungan kekuasaan yang benar-benar 

menentukan hasil. 

Aktor dan koalisi 

Perusahaan energi, pemerintah, masyarakat daerah tambang, investor, pekerja, konsumen, dan lembaga 

iklim bernegosiasi mengenai kecepatan serta pembagian biaya. Kepentingan setiap aktor tidak selalu 
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tetap. Perusahaan dapat mendukung keterbukaan untuk input, tetapi meminta proteksi bagi produknya; 

negara dapat menuntut aturan multilateral sambil memakai pengecualian keamanan; masyarakat dapat 

menyukai harga murah sekaligus menginginkan pekerjaan domestik. Koalisi terbentuk lintas batas dan 

lintas kelas. Oleh sebab itu, istilah 'kepentingan nasional' perlu diuraikan: kepentingan sektor mana, 

wilayah mana, kelompok sosial mana, dan pada horizon waktu berapa lama. 

Dilema normatif 

Keamanan energi jangka pendek dapat mendorong investasi fosil, sedangkan stabilitas iklim menuntut 

penurunan emisi. Negara berkembang menuntut pembiayaan dan ruang pembangunan yang adil. Dilema 

ini tidak dapat diselesaikan dengan slogan. Efisiensi statis mungkin menurunkan biaya hari ini, sedangkan 

ketahanan membutuhkan kapasitas cadangan yang tampak mahal sampai krisis terjadi. Kebijakan 

distributif juga memiliki dimensi waktu: kompensasi setelah kehilangan pekerjaan sering lebih lemah 

daripada investasi awal pada keterampilan dan diversifikasi wilayah. Evaluasi sebaiknya memakai 

beberapa kriteria sekaligus—efisiensi, ketahanan, keadilan, keberlanjutan, kebebasan, dan kelayakan 

administratif—seraya menjelaskan trade-off secara terbuka. 

Ilustrasi kontemporer 

IEA memperkirakan investasi energi 2026 sekitar 3,4 triliun dolar AS; sekitar 2,2 triliun menuju energi 

bersih, hampir dua kali investasi fosil. Namun arus modal sangat terkonsentrasi. Kasus tersebut 

memperlihatkan bahwa dampak global selalu diterjemahkan melalui institusi domestik. Negara dengan 

fiskal kuat, data baik, dan koordinasi efektif dapat menahan guncangan; negara dengan kapasitas lemah 

cenderung membayar premi lebih tinggi dan bereaksi terlambat. Perusahaan besar memiliki persediaan, 

penasihat, serta akses kredit, sedangkan UMKM dan rumah tangga hidup dengan bantalan terbatas. 

Dengan demikian, guncangan yang sama menghasilkan akibat sangat berbeda, dan rata-rata global tidak 

boleh dipakai untuk menghapus variasi tersebut. 

Implikasi kebijakan 

Transisi adil memerlukan jaringan, penyimpanan, perlindungan pekerja, pembagian manfaat lokal, 

pembiayaan murah, dan akuntabilitas rantai pasok mineral. Pelaksanaannya perlu memiliki sasaran, 

indikator, tanggung jawab, jadwal evaluasi, dan mekanisme koreksi. Kebijakan tanpa kemampuan belajar 

mudah ditangkap kepentingan atau dipertahankan setelah tidak efektif. Sebaliknya, aturan yang terlalu 

kaku menghambat eksperimen. Pendekatan adaptif menetapkan arah jangka panjang, menjalankan 

portofolio intervensi, mengukur hasil nyata, dan menghentikan program yang gagal. Partisipasi publik, 

transparansi kontrak, data terbuka, dan pengawasan independen bukan tambahan kosmetik, melainkan 

sumber informasi serta legitimasi. 
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15. Geopolitik, Sanksi, dan Weaponized Interdependence 

Pokok argumentasi 

Jaringan global menciptakan titik simpul yang dapat dipakai sebagai alat tekanan. Negara atau perusahaan 

yang mengendalikan pusat jaringan memperoleh kemampuan memantau, memutus, atau menaikkan 

biaya pihak lain. Perspektif ini mengharuskan analisis bergerak dari angka agregat menuju struktur yang 

menghasilkan angka tersebut. Pertumbuhan PDB, misalnya, belum menjawab siapa pemilik aset, siapa 

yang mengendalikan keputusan investasi, bagaimana risiko dialihkan, atau apakah kapasitas produktif 

bertambah. Karena itu, ekonomi politik menghubungkan variabel ekonomi dengan legitimasi, institusi, 

ide, dan konflik kepentingan. Hubungan sebab-akibatnya jarang satu arah: kekuatan ekonomi 

memengaruhi kebijakan, tetapi kebijakan juga menciptakan serta mengubah kekuatan ekonomi. 

Lintasan historis 

Sanksi pernah terutama berupa embargo teritorial. Dalam ekonomi digital dan finansial, pembatasan kini 

menjangkau transaksi, asuransi, perangkat lunak, komponen, data, dan jasa profesional. Pembacaan 

historis penting karena institusi tidak lahir dari ruang hampa. Aturan kontemporer membawa jejak 

perang, kolonialisme, kompromi kelas, inovasi teknologi, dan krisis terdahulu. Ketergantungan jalur 

membuat pilihan masa kini dibatasi oleh infrastruktur, hukum, serta koalisi yang telah terbentuk. Namun 

sejarah bukan takdir. Krisis dapat membuka momen perubahan ketika gagasan baru bertemu 

kepemimpinan, kapasitas administratif, dan dukungan sosial yang memadai. 

Mekanisme ekonomi-politik 

Efek jaringan membuat beberapa pusat pembayaran, teknologi, atau logistik sulit diganti. Ancaman 

pemutusan akses dapat mengubah perilaku bahkan sebelum sanksi diberlakukan. Mekanisme tersebut 

bekerja melalui insentif sekaligus kewenangan. Harga mengoordinasikan perilaku, tetapi harga sendiri 

dipengaruhi pajak, subsidi, standar, struktur pasar, hak milik, dan akses pembiayaan. Di pasar 

terkonsentrasi, keputusan privat dapat memiliki dampak publik yang luas. Analisis yang memadai karena 

itu menanyakan urutan proses, titik kendali, pihak yang memiliki pilihan keluar, dan pihak yang terpaksa 

menerima syarat. Pemetaan ini membantu membedakan korelasi permukaan dari hubungan kekuasaan 

yang benar-benar menentukan hasil. 

Aktor dan koalisi 

Pemerintah, bank koresponden, penyedia cloud, produsen chip, perusahaan asuransi, pelabuhan, dan 

firma kepatuhan menjadi pelaksana geopolitik sehari-hari. Kepentingan setiap aktor tidak selalu tetap. 

Perusahaan dapat mendukung keterbukaan untuk input, tetapi meminta proteksi bagi produknya; negara 

dapat menuntut aturan multilateral sambil memakai pengecualian keamanan; masyarakat dapat 

menyukai harga murah sekaligus menginginkan pekerjaan domestik. Koalisi terbentuk lintas batas dan 
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lintas kelas. Oleh sebab itu, istilah 'kepentingan nasional' perlu diuraikan: kepentingan sektor mana, 

wilayah mana, kelompok sosial mana, dan pada horizon waktu berapa lama. 

Dilema normatif 

Sanksi dapat menjadi alternatif terhadap perang, tetapi dampak kemanusiaan, ekstrateritorialitas, dan 

risiko fragmentasi menimbulkan masalah legitimasi. Dilema ini tidak dapat diselesaikan dengan slogan. 

Efisiensi statis mungkin menurunkan biaya hari ini, sedangkan ketahanan membutuhkan kapasitas 

cadangan yang tampak mahal sampai krisis terjadi. Kebijakan distributif juga memiliki dimensi waktu: 

kompensasi setelah kehilangan pekerjaan sering lebih lemah daripada investasi awal pada keterampilan 

dan diversifikasi wilayah. Evaluasi sebaiknya memakai beberapa kriteria sekaligus—efisiensi, ketahanan, 

keadilan, keberlanjutan, kebebasan, dan kelayakan administratif—seraya menjelaskan trade-off secara 

terbuka. 

Ilustrasi kontemporer 

Pembekuan aset, pembatasan teknologi, dan larangan pembiayaan menunjukkan bahwa ketergantungan 

yang dahulu dianggap sumber perdamaian juga dapat menjadi instrumen koersif. Kasus tersebut 

memperlihatkan bahwa dampak global selalu diterjemahkan melalui institusi domestik. Negara dengan 

fiskal kuat, data baik, dan koordinasi efektif dapat menahan guncangan; negara dengan kapasitas lemah 

cenderung membayar premi lebih tinggi dan bereaksi terlambat. Perusahaan besar memiliki persediaan, 

penasihat, serta akses kredit, sedangkan UMKM dan rumah tangga hidup dengan bantalan terbatas. 

Dengan demikian, guncangan yang sama menghasilkan akibat sangat berbeda, dan rata-rata global tidak 

boleh dipakai untuk menghapus variasi tersebut. 

Implikasi kebijakan 

Negara perlu memetakan simpul kritis, membangun redundansi yang masuk akal, dan mempertahankan 

prosedur hukum serta pengecualian kemanusiaan. Pelaksanaannya perlu memiliki sasaran, indikator, 

tanggung jawab, jadwal evaluasi, dan mekanisme koreksi. Kebijakan tanpa kemampuan belajar mudah 

ditangkap kepentingan atau dipertahankan setelah tidak efektif. Sebaliknya, aturan yang terlalu kaku 

menghambat eksperimen. Pendekatan adaptif menetapkan arah jangka panjang, menjalankan portofolio 

intervensi, mengukur hasil nyata, dan menghentikan program yang gagal. Partisipasi publik, transparansi 

kontrak, data terbuka, dan pengawasan independen bukan tambahan kosmetik, melainkan sumber 

informasi serta legitimasi. 

16. Regionalisme, Global South, dan Strategi Negara Menengah 

Pokok argumentasi 

Tatanan global tidak hanya ditentukan dua kekuatan besar. Organisasi regional dan negara menengah 

dapat memperluas otonomi dengan menggabungkan pasar, standar, diplomasi, dan pembiayaan. 
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Perspektif ini mengharuskan analisis bergerak dari angka agregat menuju struktur yang menghasilkan 

angka tersebut. Pertumbuhan PDB, misalnya, belum menjawab siapa pemilik aset, siapa yang 

mengendalikan keputusan investasi, bagaimana risiko dialihkan, atau apakah kapasitas produktif 

bertambah. Karena itu, ekonomi politik menghubungkan variabel ekonomi dengan legitimasi, institusi, 

ide, dan konflik kepentingan. Hubungan sebab-akibatnya jarang satu arah: kekuatan ekonomi 

memengaruhi kebijakan, tetapi kebijakan juga menciptakan serta mengubah kekuatan ekonomi. 

Lintasan historis 

Integrasi regional berkembang dari pengurangan tarif menuju koordinasi rantai pasok, keuangan, 

konektivitas, migrasi, dan keamanan. Bentuknya berbeda sesuai sejarah dan tingkat institusionalisasi. 

Pembacaan historis penting karena institusi tidak lahir dari ruang hampa. Aturan kontemporer membawa 

jejak perang, kolonialisme, kompromi kelas, inovasi teknologi, dan krisis terdahulu. Ketergantungan jalur 

membuat pilihan masa kini dibatasi oleh infrastruktur, hukum, serta koalisi yang telah terbentuk. Namun 

sejarah bukan takdir. Krisis dapat membuka momen perubahan ketika gagasan baru bertemu 

kepemimpinan, kapasitas administratif, dan dukungan sosial yang memadai. 

Mekanisme ekonomi-politik 

Pasar regional memperbesar skala dan daya tawar. Mekanisme swap, bank pembangunan, serta 

standardisasi mengurangi biaya dan menyediakan asuransi terhadap guncangan global. Mekanisme 

tersebut bekerja melalui insentif sekaligus kewenangan. Harga mengoordinasikan perilaku, tetapi harga 

sendiri dipengaruhi pajak, subsidi, standar, struktur pasar, hak milik, dan akses pembiayaan. Di pasar 

terkonsentrasi, keputusan privat dapat memiliki dampak publik yang luas. Analisis yang memadai karena 

itu menanyakan urutan proses, titik kendali, pihak yang memiliki pilihan keluar, dan pihak yang terpaksa 

menerima syarat. Pemetaan ini membantu membedakan korelasi permukaan dari hubungan kekuasaan 

yang benar-benar menentukan hasil. 

Aktor dan koalisi 

ASEAN, Uni Afrika, Uni Eropa, Mercosur, GCC, BRICS, dan berbagai bank pembangunan menawarkan arena 

yang tumpang tindih; negara memilih forum sesuai isu. Kepentingan setiap aktor tidak selalu tetap. 

Perusahaan dapat mendukung keterbukaan untuk input, tetapi meminta proteksi bagi produknya; negara 

dapat menuntut aturan multilateral sambil memakai pengecualian keamanan; masyarakat dapat 

menyukai harga murah sekaligus menginginkan pekerjaan domestik. Koalisi terbentuk lintas batas dan 

lintas kelas. Oleh sebab itu, istilah 'kepentingan nasional' perlu diuraikan: kepentingan sektor mana, 

wilayah mana, kelompok sosial mana, dan pada horizon waktu berapa lama. 

Dilema normatif 

Konsensus menjaga persatuan, tetapi dapat memperlambat respons. Heterogenitas kepentingan 

membuat integrasi dalam sering lebih sulit daripada deklarasi politik. Dilema ini tidak dapat diselesaikan 
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dengan slogan. Efisiensi statis mungkin menurunkan biaya hari ini, sedangkan ketahanan membutuhkan 

kapasitas cadangan yang tampak mahal sampai krisis terjadi. Kebijakan distributif juga memiliki dimensi 

waktu: kompensasi setelah kehilangan pekerjaan sering lebih lemah daripada investasi awal pada 

keterampilan dan diversifikasi wilayah. Evaluasi sebaiknya memakai beberapa kriteria sekaligus—efisiensi, 

ketahanan, keadilan, keberlanjutan, kebebasan, dan kelayakan administratif—seraya menjelaskan trade-

off secara terbuka. 

Ilustrasi kontemporer 

ASEAN memperoleh peluang dari diversifikasi rantai pasok, namun nilai tambah dan pusat keputusan 

tetap dapat berada di luar kawasan jika keterkaitan teknologi lemah. Kasus tersebut memperlihatkan 

bahwa dampak global selalu diterjemahkan melalui institusi domestik. Negara dengan fiskal kuat, data 

baik, dan koordinasi efektif dapat menahan guncangan; negara dengan kapasitas lemah cenderung 

membayar premi lebih tinggi dan bereaksi terlambat. Perusahaan besar memiliki persediaan, penasihat, 

serta akses kredit, sedangkan UMKM dan rumah tangga hidup dengan bantalan terbatas. Dengan 

demikian, guncangan yang sama menghasilkan akibat sangat berbeda, dan rata-rata global tidak boleh 

dipakai untuk menghapus variasi tersebut. 

Implikasi kebijakan 

Strategi negara menengah sebaiknya bersifat multi-alignment: menjaga keterbukaan, memperkuat 

institusi regional, dan menetapkan batas jelas pada ketergantungan kritis. Pelaksanaannya perlu memiliki 

sasaran, indikator, tanggung jawab, jadwal evaluasi, dan mekanisme koreksi. Kebijakan tanpa kemampuan 

belajar mudah ditangkap kepentingan atau dipertahankan setelah tidak efektif. Sebaliknya, aturan yang 

terlalu kaku menghambat eksperimen. Pendekatan adaptif menetapkan arah jangka panjang, 

menjalankan portofolio intervensi, mengukur hasil nyata, dan menghentikan program yang gagal. 

Partisipasi publik, transparansi kontrak, data terbuka, dan pengawasan independen bukan tambahan 

kosmetik, melainkan sumber informasi serta legitimasi. 

17. Pembangunan, Strukturalisme, dan Ruang Kebijakan 

Pokok argumentasi 

Pembangunan adalah transformasi struktur produksi menuju aktivitas berproduktivitas dan 

berkompleksitas lebih tinggi. Pertumbuhan berbasis komoditas atau konsumsi tidak otomatis 

menghasilkan pembelajaran. Perspektif ini mengharuskan analisis bergerak dari angka agregat menuju 

struktur yang menghasilkan angka tersebut. Pertumbuhan PDB, misalnya, belum menjawab siapa pemilik 

aset, siapa yang mengendalikan keputusan investasi, bagaimana risiko dialihkan, atau apakah kapasitas 

produktif bertambah. Karena itu, ekonomi politik menghubungkan variabel ekonomi dengan legitimasi, 

institusi, ide, dan konflik kepentingan. Hubungan sebab-akibatnya jarang satu arah: kekuatan ekonomi 

memengaruhi kebijakan, tetapi kebijakan juga menciptakan serta mengubah kekuatan ekonomi. 
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Lintasan historis 

Strukturalisme menyoroti hubungan pusat–pinggiran dan kemerosotan nilai tukar komoditas. Negara Asia 

Timur menunjukkan pentingnya ekspor yang dikombinasikan dengan kebijakan pembelajaran. 

Pembacaan historis penting karena institusi tidak lahir dari ruang hampa. Aturan kontemporer membawa 

jejak perang, kolonialisme, kompromi kelas, inovasi teknologi, dan krisis terdahulu. Ketergantungan jalur 

membuat pilihan masa kini dibatasi oleh infrastruktur, hukum, serta koalisi yang telah terbentuk. Namun 

sejarah bukan takdir. Krisis dapat membuka momen perubahan ketika gagasan baru bertemu 

kepemimpinan, kapasitas administratif, dan dukungan sosial yang memadai. 

Mekanisme ekonomi-politik 

Eksternalitas pengetahuan membuat perusahaan enggan menanggung seluruh biaya eksplorasi sektor 

baru. Koordinasi publik dapat mengurangi risiko, tetapi membutuhkan disiplin dan evaluasi. Mekanisme 

tersebut bekerja melalui insentif sekaligus kewenangan. Harga mengoordinasikan perilaku, tetapi harga 

sendiri dipengaruhi pajak, subsidi, standar, struktur pasar, hak milik, dan akses pembiayaan. Di pasar 

terkonsentrasi, keputusan privat dapat memiliki dampak publik yang luas. Analisis yang memadai karena 

itu menanyakan urutan proses, titik kendali, pihak yang memiliki pilihan keluar, dan pihak yang terpaksa 

menerima syarat. Pemetaan ini membantu membedakan korelasi permukaan dari hubungan kekuasaan 

yang benar-benar menentukan hasil. 

Aktor dan koalisi 

Negara pembangunan, pengusaha, bank, universitas, pemasok, dan pekerja membentuk sistem inovasi. 

Kapasitas birokrasi dan koalisi politik menentukan konsistensi. Kepentingan setiap aktor tidak selalu tetap. 

Perusahaan dapat mendukung keterbukaan untuk input, tetapi meminta proteksi bagi produknya; negara 

dapat menuntut aturan multilateral sambil memakai pengecualian keamanan; masyarakat dapat 

menyukai harga murah sekaligus menginginkan pekerjaan domestik. Koalisi terbentuk lintas batas dan 

lintas kelas. Oleh sebab itu, istilah 'kepentingan nasional' perlu diuraikan: kepentingan sektor mana, 

wilayah mana, kelompok sosial mana, dan pada horizon waktu berapa lama. 

Dilema normatif 

Aturan global membatasi sebagian instrumen, sedangkan kebijakan yang terlalu tertutup mengurangi 

persaingan serta akses teknologi. Ruang kebijakan harus digunakan secara strategis. Dilema ini tidak dapat 

diselesaikan dengan slogan. Efisiensi statis mungkin menurunkan biaya hari ini, sedangkan ketahanan 

membutuhkan kapasitas cadangan yang tampak mahal sampai krisis terjadi. Kebijakan distributif juga 

memiliki dimensi waktu: kompensasi setelah kehilangan pekerjaan sering lebih lemah daripada investasi 

awal pada keterampilan dan diversifikasi wilayah. Evaluasi sebaiknya memakai beberapa kriteria 

sekaligus—efisiensi, ketahanan, keadilan, keberlanjutan, kebebasan, dan kelayakan administratif—seraya 

menjelaskan trade-off secara terbuka. 
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Ilustrasi kontemporer 

Hilirisasi mineral menawarkan kesempatan industri, tetapi keberhasilannya ditentukan oleh energi, 

teknologi, standar lingkungan, pemasok lokal, dan kemampuan bergerak ke desain serta riset. Kasus 

tersebut memperlihatkan bahwa dampak global selalu diterjemahkan melalui institusi domestik. Negara 

dengan fiskal kuat, data baik, dan koordinasi efektif dapat menahan guncangan; negara dengan kapasitas 

lemah cenderung membayar premi lebih tinggi dan bereaksi terlambat. Perusahaan besar memiliki 

persediaan, penasihat, serta akses kredit, sedangkan UMKM dan rumah tangga hidup dengan bantalan 

terbatas. Dengan demikian, guncangan yang sama menghasilkan akibat sangat berbeda, dan rata-rata 

global tidak boleh dipakai untuk menghapus variasi tersebut. 

Implikasi kebijakan 

Ukuran keberhasilan harus mencakup produktivitas, kompleksitas ekspor, pekerjaan, inovasi, emisi, dan 

distribusi wilayah—bukan hanya nilai investasi. Pelaksanaannya perlu memiliki sasaran, indikator, 

tanggung jawab, jadwal evaluasi, dan mekanisme koreksi. Kebijakan tanpa kemampuan belajar mudah 

ditangkap kepentingan atau dipertahankan setelah tidak efektif. Sebaliknya, aturan yang terlalu kaku 

menghambat eksperimen. Pendekatan adaptif menetapkan arah jangka panjang, menjalankan portofolio 

intervensi, mengukur hasil nyata, dan menghentikan program yang gagal. Partisipasi publik, transparansi 

kontrak, data terbuka, dan pengawasan independen bukan tambahan kosmetik, melainkan sumber 

informasi serta legitimasi. 

18. Demokrasi, Populisme, dan Legitimasi Globalisasi 

Pokok argumentasi 

Keterbukaan ekonomi bertahan apabila masyarakat menilai aturan adil dan negara mampu melindungi 

warga dari guncangan. Ketika manfaat terkonsentrasi, globalisasi kehilangan legitimasi. Perspektif ini 

mengharuskan analisis bergerak dari angka agregat menuju struktur yang menghasilkan angka tersebut. 

Pertumbuhan PDB, misalnya, belum menjawab siapa pemilik aset, siapa yang mengendalikan keputusan 

investasi, bagaimana risiko dialihkan, atau apakah kapasitas produktif bertambah. Karena itu, ekonomi 

politik menghubungkan variabel ekonomi dengan legitimasi, institusi, ide, dan konflik kepentingan. 

Hubungan sebab-akibatnya jarang satu arah: kekuatan ekonomi memengaruhi kebijakan, tetapi kebijakan 

juga menciptakan serta mengubah kekuatan ekonomi. 

Lintasan historis 

Kompromi pascaperang menggabungkan perdagangan terbuka dengan negara kesejahteraan. Pelemahan 

perlindungan sosial dan deindustrialisasi regional kemudian membuka ruang bagi populisme. Pembacaan 

historis penting karena institusi tidak lahir dari ruang hampa. Aturan kontemporer membawa jejak 

perang, kolonialisme, kompromi kelas, inovasi teknologi, dan krisis terdahulu. Ketergantungan jalur 

membuat pilihan masa kini dibatasi oleh infrastruktur, hukum, serta koalisi yang telah terbentuk. Namun 
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sejarah bukan takdir. Krisis dapat membuka momen perubahan ketika gagasan baru bertemu 

kepemimpinan, kapasitas administratif, dan dukungan sosial yang memadai. 

Mekanisme ekonomi-politik 

Guncangan ekonomi diterjemahkan menjadi politik melalui identitas, media, institusi pemilu, dan narasi 

elite. Kerugian material tidak secara otomatis menghasilkan satu arah ideologi. Mekanisme tersebut 

bekerja melalui insentif sekaligus kewenangan. Harga mengoordinasikan perilaku, tetapi harga sendiri 

dipengaruhi pajak, subsidi, standar, struktur pasar, hak milik, dan akses pembiayaan. Di pasar 

terkonsentrasi, keputusan privat dapat memiliki dampak publik yang luas. Analisis yang memadai karena 

itu menanyakan urutan proses, titik kendali, pihak yang memiliki pilihan keluar, dan pihak yang terpaksa 

menerima syarat. Pemetaan ini membantu membedakan korelasi permukaan dari hubungan kekuasaan 

yang benar-benar menentukan hasil. 

Aktor dan koalisi 

Partai, media, perusahaan, serikat, komunitas wilayah, dan platform digital membentuk persepsi 

mengenai penyebab masalah serta siapa yang patut disalahkan. Kepentingan setiap aktor tidak selalu 

tetap. Perusahaan dapat mendukung keterbukaan untuk input, tetapi meminta proteksi bagi produknya; 

negara dapat menuntut aturan multilateral sambil memakai pengecualian keamanan; masyarakat dapat 

menyukai harga murah sekaligus menginginkan pekerjaan domestik. Koalisi terbentuk lintas batas dan 

lintas kelas. Oleh sebab itu, istilah 'kepentingan nasional' perlu diuraikan: kepentingan sektor mana, 

wilayah mana, kelompok sosial mana, dan pada horizon waktu berapa lama. 

Dilema normatif 

Kebijakan populis dapat menyuarakan keluhan sah, tetapi personalisasi kekuasaan dan serangan terhadap 

institusi justru melemahkan kemampuan mengoreksi ketimpangan. Dilema ini tidak dapat diselesaikan 

dengan slogan. Efisiensi statis mungkin menurunkan biaya hari ini, sedangkan ketahanan membutuhkan 

kapasitas cadangan yang tampak mahal sampai krisis terjadi. Kebijakan distributif juga memiliki dimensi 

waktu: kompensasi setelah kehilangan pekerjaan sering lebih lemah daripada investasi awal pada 

keterampilan dan diversifikasi wilayah. Evaluasi sebaiknya memakai beberapa kriteria sekaligus—efisiensi, 

ketahanan, keadilan, keberlanjutan, kebebasan, dan kelayakan administratif—seraya menjelaskan trade-

off secara terbuka. 

Ilustrasi kontemporer 

Daerah yang kehilangan industri sering menunjukkan ketidakpercayaan lebih besar terhadap institusi. 

Namun hasil politik berbeda ketika pemerintah menyediakan investasi regional dan jalur mobilitas. Kasus 

tersebut memperlihatkan bahwa dampak global selalu diterjemahkan melalui institusi domestik. Negara 

dengan fiskal kuat, data baik, dan koordinasi efektif dapat menahan guncangan; negara dengan kapasitas 

lemah cenderung membayar premi lebih tinggi dan bereaksi terlambat. Perusahaan besar memiliki 
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persediaan, penasihat, serta akses kredit, sedangkan UMKM dan rumah tangga hidup dengan bantalan 

terbatas. Dengan demikian, guncangan yang sama menghasilkan akibat sangat berbeda, dan rata-rata 

global tidak boleh dipakai untuk menghapus variasi tersebut. 

Implikasi kebijakan 

Legitimasi memerlukan transparansi, perlindungan penyesuaian, layanan publik, partisipasi, dan 

pembatasan pengaruh uang serta monopoli informasi. Pelaksanaannya perlu memiliki sasaran, indikator, 

tanggung jawab, jadwal evaluasi, dan mekanisme koreksi. Kebijakan tanpa kemampuan belajar mudah 

ditangkap kepentingan atau dipertahankan setelah tidak efektif. Sebaliknya, aturan yang terlalu kaku 

menghambat eksperimen. Pendekatan adaptif menetapkan arah jangka panjang, menjalankan portofolio 

intervensi, mengukur hasil nyata, dan menghentikan program yang gagal. Partisipasi publik, transparansi 

kontrak, data terbuka, dan pengawasan independen bukan tambahan kosmetik, melainkan sumber 

informasi serta legitimasi. 

19. Pandemi, Kesehatan Global, dan Barang Publik 

Pokok argumentasi 

Kesehatan global memperlihatkan bahwa keamanan nasional bergantung pada kapasitas kolektif. Vaksin, 

surveilans, penelitian, dan kesiapan tidak dapat disediakan memadai oleh insentif pasar jangka pendek 

saja. Perspektif ini mengharuskan analisis bergerak dari angka agregat menuju struktur yang menghasilkan 

angka tersebut. Pertumbuhan PDB, misalnya, belum menjawab siapa pemilik aset, siapa yang 

mengendalikan keputusan investasi, bagaimana risiko dialihkan, atau apakah kapasitas produktif 

bertambah. Karena itu, ekonomi politik menghubungkan variabel ekonomi dengan legitimasi, institusi, 

ide, dan konflik kepentingan. Hubungan sebab-akibatnya jarang satu arah: kekuatan ekonomi 

memengaruhi kebijakan, tetapi kebijakan juga menciptakan serta mengubah kekuatan ekonomi. 

Lintasan historis 

Pandemi mengungkap underinvestment dalam kesiapan, konsentrasi produksi, serta ketimpangan akses. 

Negara berebut pasokan walaupun patogen tidak mengenal batas. Pembacaan historis penting karena 

institusi tidak lahir dari ruang hampa. Aturan kontemporer membawa jejak perang, kolonialisme, 

kompromi kelas, inovasi teknologi, dan krisis terdahulu. Ketergantungan jalur membuat pilihan masa kini 

dibatasi oleh infrastruktur, hukum, serta koalisi yang telah terbentuk. Namun sejarah bukan takdir. Krisis 

dapat membuka momen perubahan ketika gagasan baru bertemu kepemimpinan, kapasitas administratif, 

dan dukungan sosial yang memadai. 

Mekanisme ekonomi-politik 

Pengetahuan dapat menjadi barang publik, tetapi paten dan kapasitas manufaktur membatasi akses. 

Insentif inovasi perlu diseimbangkan dengan lisensi, pengadaan, dan transfer teknologi. Mekanisme 
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tersebut bekerja melalui insentif sekaligus kewenangan. Harga mengoordinasikan perilaku, tetapi harga 

sendiri dipengaruhi pajak, subsidi, standar, struktur pasar, hak milik, dan akses pembiayaan. Di pasar 

terkonsentrasi, keputusan privat dapat memiliki dampak publik yang luas. Analisis yang memadai karena 

itu menanyakan urutan proses, titik kendali, pihak yang memiliki pilihan keluar, dan pihak yang terpaksa 

menerima syarat. Pemetaan ini membantu membedakan korelasi permukaan dari hubungan kekuasaan 

yang benar-benar menentukan hasil. 

Aktor dan koalisi 

WHO, pemerintah, produsen farmasi, lembaga riset, donor, tenaga kesehatan, dan komunitas lokal saling 

bergantung dalam deteksi serta respons. Kepentingan setiap aktor tidak selalu tetap. Perusahaan dapat 

mendukung keterbukaan untuk input, tetapi meminta proteksi bagi produknya; negara dapat menuntut 

aturan multilateral sambil memakai pengecualian keamanan; masyarakat dapat menyukai harga murah 

sekaligus menginginkan pekerjaan domestik. Koalisi terbentuk lintas batas dan lintas kelas. Oleh sebab 

itu, istilah 'kepentingan nasional' perlu diuraikan: kepentingan sektor mana, wilayah mana, kelompok 

sosial mana, dan pada horizon waktu berapa lama. 

Dilema normatif 

Kedaulatan data kesehatan dan kepentingan komersial dapat menghambat berbagi informasi. Pada sisi 

lain, pengawasan tanpa perlindungan dapat merusak kepercayaan. Dilema ini tidak dapat diselesaikan 

dengan slogan. Efisiensi statis mungkin menurunkan biaya hari ini, sedangkan ketahanan membutuhkan 

kapasitas cadangan yang tampak mahal sampai krisis terjadi. Kebijakan distributif juga memiliki dimensi 

waktu: kompensasi setelah kehilangan pekerjaan sering lebih lemah daripada investasi awal pada 

keterampilan dan diversifikasi wilayah. Evaluasi sebaiknya memakai beberapa kriteria sekaligus—efisiensi, 

ketahanan, keadilan, keberlanjutan, kebebasan, dan kelayakan administratif—seraya menjelaskan trade-

off secara terbuka. 

Ilustrasi kontemporer 

Ketimpangan distribusi vaksin menunjukkan bahwa kemampuan membayar dan kontrak awal 

mengalahkan prinsip kebutuhan, sementara kapasitas produksi terkonsentrasi di sedikit lokasi. Kasus 

tersebut memperlihatkan bahwa dampak global selalu diterjemahkan melalui institusi domestik. Negara 

dengan fiskal kuat, data baik, dan koordinasi efektif dapat menahan guncangan; negara dengan kapasitas 

lemah cenderung membayar premi lebih tinggi dan bereaksi terlambat. Perusahaan besar memiliki 

persediaan, penasihat, serta akses kredit, sedangkan UMKM dan rumah tangga hidup dengan bantalan 

terbatas. Dengan demikian, guncangan yang sama menghasilkan akibat sangat berbeda, dan rata-rata 

global tidak boleh dipakai untuk menghapus variasi tersebut. 
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Implikasi kebijakan 

Kesiapan membutuhkan pembiayaan permanen, manufaktur regional, platform teknologi, mekanisme 

berbagi manfaat, dan sistem kesehatan primer yang kuat. Pelaksanaannya perlu memiliki sasaran, 

indikator, tanggung jawab, jadwal evaluasi, dan mekanisme koreksi. Kebijakan tanpa kemampuan belajar 

mudah ditangkap kepentingan atau dipertahankan setelah tidak efektif. Sebaliknya, aturan yang terlalu 

kaku menghambat eksperimen. Pendekatan adaptif menetapkan arah jangka panjang, menjalankan 

portofolio intervensi, mengukur hasil nyata, dan menghentikan program yang gagal. Partisipasi publik, 

transparansi kontrak, data terbuka, dan pengawasan independen bukan tambahan kosmetik, melainkan 

sumber informasi serta legitimasi. 

20. Migrasi, Demografi, dan Mobilitas Manusia 

Pokok argumentasi 

Migrasi menghubungkan ketimpangan upah, demografi, konflik, pendidikan, dan iklim. Ia memberikan 

remitansi serta keterampilan, namun juga menimbulkan isu hak, identitas, dan kehilangan talenta. 

Perspektif ini mengharuskan analisis bergerak dari angka agregat menuju struktur yang menghasilkan 

angka tersebut. Pertumbuhan PDB, misalnya, belum menjawab siapa pemilik aset, siapa yang 

mengendalikan keputusan investasi, bagaimana risiko dialihkan, atau apakah kapasitas produktif 

bertambah. Karena itu, ekonomi politik menghubungkan variabel ekonomi dengan legitimasi, institusi, 

ide, dan konflik kepentingan. Hubungan sebab-akibatnya jarang satu arah: kekuatan ekonomi 

memengaruhi kebijakan, tetapi kebijakan juga menciptakan serta mengubah kekuatan ekonomi. 

Lintasan historis 

Pergerakan manusia selalu menyertai perdagangan dan pembangunan, tetapi rezim modern jauh lebih 

bebas bagi modal dibanding pekerja. Selektivitas visa mencerminkan hierarki keterampilan. Pembacaan 

historis penting karena institusi tidak lahir dari ruang hampa. Aturan kontemporer membawa jejak 

perang, kolonialisme, kompromi kelas, inovasi teknologi, dan krisis terdahulu. Ketergantungan jalur 

membuat pilihan masa kini dibatasi oleh infrastruktur, hukum, serta koalisi yang telah terbentuk. Namun 

sejarah bukan takdir. Krisis dapat membuka momen perubahan ketika gagasan baru bertemu 

kepemimpinan, kapasitas administratif, dan dukungan sosial yang memadai. 

Mekanisme ekonomi-politik 

Perbedaan pendapatan mendorong migrasi; jaringan diaspora menurunkan biaya dan risiko. Remitansi 

menstabilkan rumah tangga, tetapi tidak menggantikan transformasi produktif. Mekanisme tersebut 

bekerja melalui insentif sekaligus kewenangan. Harga mengoordinasikan perilaku, tetapi harga sendiri 

dipengaruhi pajak, subsidi, standar, struktur pasar, hak milik, dan akses pembiayaan. Di pasar 

terkonsentrasi, keputusan privat dapat memiliki dampak publik yang luas. Analisis yang memadai karena 

itu menanyakan urutan proses, titik kendali, pihak yang memiliki pilihan keluar, dan pihak yang terpaksa 
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menerima syarat. Pemetaan ini membantu membedakan korelasi permukaan dari hubungan kekuasaan 

yang benar-benar menentukan hasil. 

Aktor dan koalisi 

Migran, keluarga, perekrut, pemberi kerja, negara asal dan tujuan, kota, serta organisasi kemanusiaan 

menentukan pengalaman mobilitas. Kepentingan setiap aktor tidak selalu tetap. Perusahaan dapat 

mendukung keterbukaan untuk input, tetapi meminta proteksi bagi produknya; negara dapat menuntut 

aturan multilateral sambil memakai pengecualian keamanan; masyarakat dapat menyukai harga murah 

sekaligus menginginkan pekerjaan domestik. Koalisi terbentuk lintas batas dan lintas kelas. Oleh sebab 

itu, istilah 'kepentingan nasional' perlu diuraikan: kepentingan sektor mana, wilayah mana, kelompok 

sosial mana, dan pada horizon waktu berapa lama. 

Dilema normatif 

Ekonomi tujuan membutuhkan pekerja, sedangkan politik domestik dapat menolak migrasi. Pekerja 

sementara sering menanggung risiko karena status hukum bergantung pada pemberi kerja. Dilema ini 

tidak dapat diselesaikan dengan slogan. Efisiensi statis mungkin menurunkan biaya hari ini, sedangkan 

ketahanan membutuhkan kapasitas cadangan yang tampak mahal sampai krisis terjadi. Kebijakan 

distributif juga memiliki dimensi waktu: kompensasi setelah kehilangan pekerjaan sering lebih lemah 

daripada investasi awal pada keterampilan dan diversifikasi wilayah. Evaluasi sebaiknya memakai 

beberapa kriteria sekaligus—efisiensi, ketahanan, keadilan, keberlanjutan, kebebasan, dan kelayakan 

administratif—seraya menjelaskan trade-off secara terbuka. 

Ilustrasi kontemporer 

Penuaan di banyak negara maju dan sebagian Asia meningkatkan kebutuhan perawatan, sementara 

negara muda menghadapi tantangan penciptaan pekerjaan dalam skala besar. Kasus tersebut 

memperlihatkan bahwa dampak global selalu diterjemahkan melalui institusi domestik. Negara dengan 

fiskal kuat, data baik, dan koordinasi efektif dapat menahan guncangan; negara dengan kapasitas lemah 

cenderung membayar premi lebih tinggi dan bereaksi terlambat. Perusahaan besar memiliki persediaan, 

penasihat, serta akses kredit, sedangkan UMKM dan rumah tangga hidup dengan bantalan terbatas. 

Dengan demikian, guncangan yang sama menghasilkan akibat sangat berbeda, dan rata-rata global tidak 

boleh dipakai untuk menghapus variasi tersebut. 

Implikasi kebijakan 

Koridor migrasi aman, pengakuan keterampilan, portabilitas jaminan sosial, biaya rekrutmen nol bagi 

pekerja, dan strategi diaspora memperbesar manfaat. Pelaksanaannya perlu memiliki sasaran, indikator, 

tanggung jawab, jadwal evaluasi, dan mekanisme koreksi. Kebijakan tanpa kemampuan belajar mudah 

ditangkap kepentingan atau dipertahankan setelah tidak efektif. Sebaliknya, aturan yang terlalu kaku 

menghambat eksperimen. Pendekatan adaptif menetapkan arah jangka panjang, menjalankan portofolio 
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intervensi, mengukur hasil nyata, dan menghentikan program yang gagal. Partisipasi publik, transparansi 

kontrak, data terbuka, dan pengawasan independen bukan tambahan kosmetik, melainkan sumber 

informasi serta legitimasi. 

21. Kota Global, Infrastruktur, dan Geografi Kekuasaan 

Pokok argumentasi 

Globalisasi tidak menghapus ruang; ia mengonsentrasikan fungsi kendali di kota, koridor, pelabuhan, 

pusat data, dan kawasan industri tertentu. Geografi menentukan akses dan kerentanan. Perspektif ini 

mengharuskan analisis bergerak dari angka agregat menuju struktur yang menghasilkan angka tersebut. 

Pertumbuhan PDB, misalnya, belum menjawab siapa pemilik aset, siapa yang mengendalikan keputusan 

investasi, bagaimana risiko dialihkan, atau apakah kapasitas produktif bertambah. Karena itu, ekonomi 

politik menghubungkan variabel ekonomi dengan legitimasi, institusi, ide, dan konflik kepentingan. 

Hubungan sebab-akibatnya jarang satu arah: kekuatan ekonomi memengaruhi kebijakan, tetapi kebijakan 

juga menciptakan serta mengubah kekuatan ekonomi. 

Lintasan historis 

Pusat keuangan dan kota pelabuhan tumbuh sebagai simpul perintah. Infrastruktur modern 

mempercepat arus, tetapi pembangunan yang tidak merata memperlebar kesenjangan wilayah. 

Pembacaan historis penting karena institusi tidak lahir dari ruang hampa. Aturan kontemporer membawa 

jejak perang, kolonialisme, kompromi kelas, inovasi teknologi, dan krisis terdahulu. Ketergantungan jalur 

membuat pilihan masa kini dibatasi oleh infrastruktur, hukum, serta koalisi yang telah terbentuk. Namun 

sejarah bukan takdir. Krisis dapat membuka momen perubahan ketika gagasan baru bertemu 

kepemimpinan, kapasitas administratif, dan dukungan sosial yang memadai. 

Mekanisme ekonomi-politik 

Aglomerasi mempertemukan talenta, modal, pemasok, dan pengetahuan sehingga produktivitas 

meningkat. Kenaikan harga tanah kemudian dapat mengusir pekerja yang menopang kota. Mekanisme 

tersebut bekerja melalui insentif sekaligus kewenangan. Harga mengoordinasikan perilaku, tetapi harga 

sendiri dipengaruhi pajak, subsidi, standar, struktur pasar, hak milik, dan akses pembiayaan. Di pasar 

terkonsentrasi, keputusan privat dapat memiliki dampak publik yang luas. Analisis yang memadai karena 

itu menanyakan urutan proses, titik kendali, pihak yang memiliki pilihan keluar, dan pihak yang terpaksa 

menerima syarat. Pemetaan ini membantu membedakan korelasi permukaan dari hubungan kekuasaan 

yang benar-benar menentukan hasil. 

Aktor dan koalisi 

Pemerintah kota, pengembang, operator infrastruktur, investor, komunitas, dan pemerintah pusat 

berkompetisi atas lahan, pendapatan, dan arah pembangunan. Kepentingan setiap aktor tidak selalu 
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tetap. Perusahaan dapat mendukung keterbukaan untuk input, tetapi meminta proteksi bagi produknya; 

negara dapat menuntut aturan multilateral sambil memakai pengecualian keamanan; masyarakat dapat 

menyukai harga murah sekaligus menginginkan pekerjaan domestik. Koalisi terbentuk lintas batas dan 

lintas kelas. Oleh sebab itu, istilah 'kepentingan nasional' perlu diuraikan: kepentingan sektor mana, 

wilayah mana, kelompok sosial mana, dan pada horizon waktu berapa lama. 

Dilema normatif 

Mega-proyek dapat meningkatkan konektivitas sekaligus menimbulkan utang, penggusuran, atau aset 

menganggur apabila proyeksi permintaan terlalu optimistis. Dilema ini tidak dapat diselesaikan dengan 

slogan. Efisiensi statis mungkin menurunkan biaya hari ini, sedangkan ketahanan membutuhkan kapasitas 

cadangan yang tampak mahal sampai krisis terjadi. Kebijakan distributif juga memiliki dimensi waktu: 

kompensasi setelah kehilangan pekerjaan sering lebih lemah daripada investasi awal pada keterampilan 

dan diversifikasi wilayah. Evaluasi sebaiknya memakai beberapa kriteria sekaligus—efisiensi, ketahanan, 

keadilan, keberlanjutan, kebebasan, dan kelayakan administratif—seraya menjelaskan trade-off secara 

terbuka. 

Ilustrasi kontemporer 

Pelabuhan pintar dan pusat data menjanjikan efisiensi, tetapi bergantung pada listrik, air, keamanan siber, 

dan standar interoperabilitas yang sering dikuasai perusahaan global. Kasus tersebut memperlihatkan 

bahwa dampak global selalu diterjemahkan melalui institusi domestik. Negara dengan fiskal kuat, data 

baik, dan koordinasi efektif dapat menahan guncangan; negara dengan kapasitas lemah cenderung 

membayar premi lebih tinggi dan bereaksi terlambat. Perusahaan besar memiliki persediaan, penasihat, 

serta akses kredit, sedangkan UMKM dan rumah tangga hidup dengan bantalan terbatas. Dengan 

demikian, guncangan yang sama menghasilkan akibat sangat berbeda, dan rata-rata global tidak boleh 

dipakai untuk menghapus variasi tersebut. 

Implikasi kebijakan 

Perencanaan perlu menghubungkan investasi fisik dengan tata ruang, perumahan terjangkau, 

keterampilan lokal, ketahanan iklim, dan transparansi kontrak. Pelaksanaannya perlu memiliki sasaran, 

indikator, tanggung jawab, jadwal evaluasi, dan mekanisme koreksi. Kebijakan tanpa kemampuan belajar 

mudah ditangkap kepentingan atau dipertahankan setelah tidak efektif. Sebaliknya, aturan yang terlalu 

kaku menghambat eksperimen. Pendekatan adaptif menetapkan arah jangka panjang, menjalankan 

portofolio intervensi, mengukur hasil nyata, dan menghentikan program yang gagal. Partisipasi publik, 

transparansi kontrak, data terbuka, dan pengawasan independen bukan tambahan kosmetik, melainkan 

sumber informasi serta legitimasi. 
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22. Informasi, Platform, dan Ekonomi Politik Pengetahuan 

Pokok argumentasi 

Pengetahuan memiliki biaya reproduksi rendah tetapi dapat dikunci oleh hak kekayaan intelektual, 

rahasia dagang, standar, dan platform. Karena itu, ekonomi pengetahuan adalah arena perebutan akses. 

Perspektif ini mengharuskan analisis bergerak dari angka agregat menuju struktur yang menghasilkan 

angka tersebut. Pertumbuhan PDB, misalnya, belum menjawab siapa pemilik aset, siapa yang 

mengendalikan keputusan investasi, bagaimana risiko dialihkan, atau apakah kapasitas produktif 

bertambah. Karena itu, ekonomi politik menghubungkan variabel ekonomi dengan legitimasi, institusi, 

ide, dan konflik kepentingan. Hubungan sebab-akibatnya jarang satu arah: kekuatan ekonomi 

memengaruhi kebijakan, tetapi kebijakan juga menciptakan serta mengubah kekuatan ekonomi. 

Lintasan historis 

Rezim kekayaan intelektual mengglobal melalui perjanjian perdagangan. Pada era digital, platform 

menggabungkan peran pasar, regulator privat, dan pengumpul data. Pembacaan historis penting karena 

institusi tidak lahir dari ruang hampa. Aturan kontemporer membawa jejak perang, kolonialisme, 

kompromi kelas, inovasi teknologi, dan krisis terdahulu. Ketergantungan jalur membuat pilihan masa kini 

dibatasi oleh infrastruktur, hukum, serta koalisi yang telah terbentuk. Namun sejarah bukan takdir. Krisis 

dapat membuka momen perubahan ketika gagasan baru bertemu kepemimpinan, kapasitas administratif, 

dan dukungan sosial yang memadai. 

Mekanisme ekonomi-politik 

Algoritme menentukan visibilitas dan monetisasi. Efek jaringan menguntungkan pemain besar, sedangkan 

biaya berpindah dan ketidakportabelan data menghambat persaingan. Mekanisme tersebut bekerja 

melalui insentif sekaligus kewenangan. Harga mengoordinasikan perilaku, tetapi harga sendiri 

dipengaruhi pajak, subsidi, standar, struktur pasar, hak milik, dan akses pembiayaan. Di pasar 

terkonsentrasi, keputusan privat dapat memiliki dampak publik yang luas. Analisis yang memadai karena 

itu menanyakan urutan proses, titik kendali, pihak yang memiliki pilihan keluar, dan pihak yang terpaksa 

menerima syarat. Pemetaan ini membantu membedakan korelasi permukaan dari hubungan kekuasaan 

yang benar-benar menentukan hasil. 

Aktor dan koalisi 

Pencipta, penerbit, universitas, platform, negara, komunitas perangkat lunak terbuka, dan konsumen 

bernegosiasi mengenai kompensasi serta akses. Kepentingan setiap aktor tidak selalu tetap. Perusahaan 

dapat mendukung keterbukaan untuk input, tetapi meminta proteksi bagi produknya; negara dapat 

menuntut aturan multilateral sambil memakai pengecualian keamanan; masyarakat dapat menyukai 

harga murah sekaligus menginginkan pekerjaan domestik. Koalisi terbentuk lintas batas dan lintas kelas. 
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Oleh sebab itu, istilah 'kepentingan nasional' perlu diuraikan: kepentingan sektor mana, wilayah mana, 

kelompok sosial mana, dan pada horizon waktu berapa lama. 

Dilema normatif 

Perlindungan mendorong inovasi, tetapi durasi atau cakupan berlebihan menghambat difusi. Moderasi 

konten melindungi pengguna namun memberi kekuasaan besar kepada perusahaan privat. Dilema ini 

tidak dapat diselesaikan dengan slogan. Efisiensi statis mungkin menurunkan biaya hari ini, sedangkan 

ketahanan membutuhkan kapasitas cadangan yang tampak mahal sampai krisis terjadi. Kebijakan 

distributif juga memiliki dimensi waktu: kompensasi setelah kehilangan pekerjaan sering lebih lemah 

daripada investasi awal pada keterampilan dan diversifikasi wilayah. Evaluasi sebaiknya memakai 

beberapa kriteria sekaligus—efisiensi, ketahanan, keadilan, keberlanjutan, kebebasan, dan kelayakan 

administratif—seraya menjelaskan trade-off secara terbuka. 

Ilustrasi kontemporer 

Perdebatan penggunaan karya untuk pelatihan AI mempertemukan hak pencipta, inovasi model, 

transparansi data, dan kepentingan publik dalam akses pengetahuan. Kasus tersebut memperlihatkan 

bahwa dampak global selalu diterjemahkan melalui institusi domestik. Negara dengan fiskal kuat, data 

baik, dan koordinasi efektif dapat menahan guncangan; negara dengan kapasitas lemah cenderung 

membayar premi lebih tinggi dan bereaksi terlambat. Perusahaan besar memiliki persediaan, penasihat, 

serta akses kredit, sedangkan UMKM dan rumah tangga hidup dengan bantalan terbatas. Dengan 

demikian, guncangan yang sama menghasilkan akibat sangat berbeda, dan rata-rata global tidak boleh 

dipakai untuk menghapus variasi tersebut. 

Implikasi kebijakan 

Interoperabilitas, portabilitas data, lisensi adil, akses terbuka untuk riset publik, dan audit algoritmik dapat 

menyeimbangkan inovasi dengan pluralisme. Pelaksanaannya perlu memiliki sasaran, indikator, tanggung 

jawab, jadwal evaluasi, dan mekanisme koreksi. Kebijakan tanpa kemampuan belajar mudah ditangkap 

kepentingan atau dipertahankan setelah tidak efektif. Sebaliknya, aturan yang terlalu kaku menghambat 

eksperimen. Pendekatan adaptif menetapkan arah jangka panjang, menjalankan portofolio intervensi, 

mengukur hasil nyata, dan menghentikan program yang gagal. Partisipasi publik, transparansi kontrak, 

data terbuka, dan pengawasan independen bukan tambahan kosmetik, melainkan sumber informasi serta 

legitimasi. 

23. Reformasi Tata Kelola Global 

Pokok argumentasi 

Institusi global menghadapi kesenjangan representasi, kecepatan, dan kapasitas penegakan. Reformasi 

diperlukan agar aturan mencerminkan distribusi ekonomi baru dan menyediakan barang publik. 
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Perspektif ini mengharuskan analisis bergerak dari angka agregat menuju struktur yang menghasilkan 

angka tersebut. Pertumbuhan PDB, misalnya, belum menjawab siapa pemilik aset, siapa yang 

mengendalikan keputusan investasi, bagaimana risiko dialihkan, atau apakah kapasitas produktif 

bertambah. Karena itu, ekonomi politik menghubungkan variabel ekonomi dengan legitimasi, institusi, 

ide, dan konflik kepentingan. Hubungan sebab-akibatnya jarang satu arah: kekuatan ekonomi 

memengaruhi kebijakan, tetapi kebijakan juga menciptakan serta mengubah kekuatan ekonomi. 

Lintasan historis 

Institusi pascaperang dibangun ketika banyak negara kini berpengaruh belum merdeka atau belum kuat 

secara ekonomi. Perubahan kuota dan suara berjalan lambat. Pembacaan historis penting karena institusi 

tidak lahir dari ruang hampa. Aturan kontemporer membawa jejak perang, kolonialisme, kompromi kelas, 

inovasi teknologi, dan krisis terdahulu. Ketergantungan jalur membuat pilihan masa kini dibatasi oleh 

infrastruktur, hukum, serta koalisi yang telah terbentuk. Namun sejarah bukan takdir. Krisis dapat 

membuka momen perubahan ketika gagasan baru bertemu kepemimpinan, kapasitas administratif, dan 

dukungan sosial yang memadai. 

Mekanisme ekonomi-politik 

Legitimasi berasal dari representasi, prosedur adil, hasil efektif, dan akuntabilitas. Kegagalan pada satu 

unsur memperlemah kepatuhan bahkan ketika aturan formal tetap ada. Mekanisme tersebut bekerja 

melalui insentif sekaligus kewenangan. Harga mengoordinasikan perilaku, tetapi harga sendiri 

dipengaruhi pajak, subsidi, standar, struktur pasar, hak milik, dan akses pembiayaan. Di pasar 

terkonsentrasi, keputusan privat dapat memiliki dampak publik yang luas. Analisis yang memadai karena 

itu menanyakan urutan proses, titik kendali, pihak yang memiliki pilihan keluar, dan pihak yang terpaksa 

menerima syarat. Pemetaan ini membantu membedakan korelasi permukaan dari hubungan kekuasaan 

yang benar-benar menentukan hasil. 

Aktor dan koalisi 

Negara besar memiliki veto formal atau informal, sementara koalisi negara berkembang, organisasi 

regional, masyarakat sipil, dan sektor swasta berupaya membuka akses. Kepentingan setiap aktor tidak 

selalu tetap. Perusahaan dapat mendukung keterbukaan untuk input, tetapi meminta proteksi bagi 

produknya; negara dapat menuntut aturan multilateral sambil memakai pengecualian keamanan; 

masyarakat dapat menyukai harga murah sekaligus menginginkan pekerjaan domestik. Koalisi terbentuk 

lintas batas dan lintas kelas. Oleh sebab itu, istilah 'kepentingan nasional' perlu diuraikan: kepentingan 

sektor mana, wilayah mana, kelompok sosial mana, dan pada horizon waktu berapa lama. 

Dilema normatif 

Universalisme ideal tetapi sering lambat; klub kecil lebih cepat namun kurang representatif. Arsitektur 

berlapis perlu mencegah aturan saling bertentangan. Dilema ini tidak dapat diselesaikan dengan slogan. 
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Efisiensi statis mungkin menurunkan biaya hari ini, sedangkan ketahanan membutuhkan kapasitas 

cadangan yang tampak mahal sampai krisis terjadi. Kebijakan distributif juga memiliki dimensi waktu: 

kompensasi setelah kehilangan pekerjaan sering lebih lemah daripada investasi awal pada keterampilan 

dan diversifikasi wilayah. Evaluasi sebaiknya memakai beberapa kriteria sekaligus—efisiensi, ketahanan, 

keadilan, keberlanjutan, kebebasan, dan kelayakan administratif—seraya menjelaskan trade-off secara 

terbuka. 

Ilustrasi kontemporer 

Kebuntuan perdagangan, lambatnya restrukturisasi utang, dan kesenjangan pembiayaan iklim 

menunjukkan bahwa masalah lintas batas melampaui kapasitas institusi yang ada. Kasus tersebut 

memperlihatkan bahwa dampak global selalu diterjemahkan melalui institusi domestik. Negara dengan 

fiskal kuat, data baik, dan koordinasi efektif dapat menahan guncangan; negara dengan kapasitas lemah 

cenderung membayar premi lebih tinggi dan bereaksi terlambat. Perusahaan besar memiliki persediaan, 

penasihat, serta akses kredit, sedangkan UMKM dan rumah tangga hidup dengan bantalan terbatas. 

Dengan demikian, guncangan yang sama menghasilkan akibat sangat berbeda, dan rata-rata global tidak 

boleh dipakai untuk menghapus variasi tersebut. 

Implikasi kebijakan 

Reformasi kuota, transparansi, penyelesaian sengketa, pembiayaan pembangunan, representasi Global 

South, dan mekanisme evaluasi independen harus berjalan bersama. Pelaksanaannya perlu memiliki 

sasaran, indikator, tanggung jawab, jadwal evaluasi, dan mekanisme koreksi. Kebijakan tanpa kemampuan 

belajar mudah ditangkap kepentingan atau dipertahankan setelah tidak efektif. Sebaliknya, aturan yang 

terlalu kaku menghambat eksperimen. Pendekatan adaptif menetapkan arah jangka panjang, 

menjalankan portofolio intervensi, mengukur hasil nyata, dan menghentikan program yang gagal. 

Partisipasi publik, transparansi kontrak, data terbuka, dan pengawasan independen bukan tambahan 

kosmetik, melainkan sumber informasi serta legitimasi. 

24. Indonesia dalam Ekonomi Politik Global 

Pokok argumentasi 

Indonesia memiliki modal pasar besar, sumber daya strategis, posisi maritim, dan diplomasi bebas aktif. 

Tantangannya ialah mengubah keunggulan tersebut menjadi produktivitas, teknologi, serta kesejahteraan 

yang tersebar. Perspektif ini mengharuskan analisis bergerak dari angka agregat menuju struktur yang 

menghasilkan angka tersebut. Pertumbuhan PDB, misalnya, belum menjawab siapa pemilik aset, siapa 

yang mengendalikan keputusan investasi, bagaimana risiko dialihkan, atau apakah kapasitas produktif 

bertambah. Karena itu, ekonomi politik menghubungkan variabel ekonomi dengan legitimasi, institusi, 

ide, dan konflik kepentingan. Hubungan sebab-akibatnya jarang satu arah: kekuatan ekonomi 

memengaruhi kebijakan, tetapi kebijakan juga menciptakan serta mengubah kekuatan ekonomi. 
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Lintasan historis 

Pengalaman krisis Asia, boom komoditas, integrasi ASEAN, dan demokratisasi membentuk kehati-hatian 

terhadap ketergantungan serta pentingnya stabilitas makro. Pembacaan historis penting karena institusi 

tidak lahir dari ruang hampa. Aturan kontemporer membawa jejak perang, kolonialisme, kompromi kelas, 

inovasi teknologi, dan krisis terdahulu. Ketergantungan jalur membuat pilihan masa kini dibatasi oleh 

infrastruktur, hukum, serta koalisi yang telah terbentuk. Namun sejarah bukan takdir. Krisis dapat 

membuka momen perubahan ketika gagasan baru bertemu kepemimpinan, kapasitas administratif, dan 

dukungan sosial yang memadai. 

Mekanisme ekonomi-politik 

Hilirisasi, perdagangan, FDI, pembangunan digital, dan transisi energi dapat menciptakan efek pengganda 

apabila terhubung dengan pemasok, riset, keterampilan, dan pasar domestik. Mekanisme tersebut 

bekerja melalui insentif sekaligus kewenangan. Harga mengoordinasikan perilaku, tetapi harga sendiri 

dipengaruhi pajak, subsidi, standar, struktur pasar, hak milik, dan akses pembiayaan. Di pasar 

terkonsentrasi, keputusan privat dapat memiliki dampak publik yang luas. Analisis yang memadai karena 

itu menanyakan urutan proses, titik kendali, pihak yang memiliki pilihan keluar, dan pihak yang terpaksa 

menerima syarat. Pemetaan ini membantu membedakan korelasi permukaan dari hubungan kekuasaan 

yang benar-benar menentukan hasil. 

Aktor dan koalisi 

Pemerintah pusat dan daerah, BUMN, konglomerasi, UMKM, universitas, pekerja, masyarakat adat, dan 

investor asing memiliki kepentingan yang perlu diselaraskan melalui institusi. Kepentingan setiap aktor 

tidak selalu tetap. Perusahaan dapat mendukung keterbukaan untuk input, tetapi meminta proteksi bagi 

produknya; negara dapat menuntut aturan multilateral sambil memakai pengecualian keamanan; 

masyarakat dapat menyukai harga murah sekaligus menginginkan pekerjaan domestik. Koalisi terbentuk 

lintas batas dan lintas kelas. Oleh sebab itu, istilah 'kepentingan nasional' perlu diuraikan: kepentingan 

sektor mana, wilayah mana, kelompok sosial mana, dan pada horizon waktu berapa lama. 

Dilema normatif 

Kecepatan investasi berhadapan dengan kualitas tata kelola; nasionalisme ekonomi dengan kebutuhan 

teknologi; pertumbuhan ekstraktif dengan keberlanjutan; serta politik jangka pendek dengan 

pembangunan kapabilitas. Dilema ini tidak dapat diselesaikan dengan slogan. Efisiensi statis mungkin 

menurunkan biaya hari ini, sedangkan ketahanan membutuhkan kapasitas cadangan yang tampak mahal 

sampai krisis terjadi. Kebijakan distributif juga memiliki dimensi waktu: kompensasi setelah kehilangan 

pekerjaan sering lebih lemah daripada investasi awal pada keterampilan dan diversifikasi wilayah. Evaluasi 

sebaiknya memakai beberapa kriteria sekaligus—efisiensi, ketahanan, keadilan, keberlanjutan, 

kebebasan, dan kelayakan administratif—seraya menjelaskan trade-off secara terbuka. 
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Ilustrasi kontemporer 

Industri nikel dan baterai menunjukkan potensi hilirisasi sekaligus persoalan emisi, keselamatan, nilai 

tambah lokal, ketergantungan teknologi, dan konsentrasi wilayah. Kasus tersebut memperlihatkan bahwa 

dampak global selalu diterjemahkan melalui institusi domestik. Negara dengan fiskal kuat, data baik, dan 

koordinasi efektif dapat menahan guncangan; negara dengan kapasitas lemah cenderung membayar 

premi lebih tinggi dan bereaksi terlambat. Perusahaan besar memiliki persediaan, penasihat, serta akses 

kredit, sedangkan UMKM dan rumah tangga hidup dengan bantalan terbatas. Dengan demikian, 

guncangan yang sama menghasilkan akibat sangat berbeda, dan rata-rata global tidak boleh dipakai untuk 

menghapus variasi tersebut. 

Implikasi kebijakan 

Agenda Indonesia perlu memadukan stabilitas, diversifikasi, inovasi, penegakan lingkungan, persaingan 

sehat, peningkatan universitas, diplomasi multi-alignment, dan perlindungan sosial adaptif. 

Pelaksanaannya perlu memiliki sasaran, indikator, tanggung jawab, jadwal evaluasi, dan mekanisme 

koreksi. Kebijakan tanpa kemampuan belajar mudah ditangkap kepentingan atau dipertahankan setelah 

tidak efektif. Sebaliknya, aturan yang terlalu kaku menghambat eksperimen. Pendekatan adaptif 

menetapkan arah jangka panjang, menjalankan portofolio intervensi, mengukur hasil nyata, dan 

menghentikan program yang gagal. Partisipasi publik, transparansi kontrak, data terbuka, dan 

pengawasan independen bukan tambahan kosmetik, melainkan sumber informasi serta legitimasi. 

25. Skenario 2035 dan Agenda Tindakan 

Pokok argumentasi 

Masa depan tidak ditentukan oleh satu tren. Interaksi teknologi, geopolitik, iklim, demografi, dan 

legitimasi dapat menghasilkan dunia kooperatif, terfragmentasi, atau berlapis. Perspektif ini 

mengharuskan analisis bergerak dari angka agregat menuju struktur yang menghasilkan angka tersebut. 

Pertumbuhan PDB, misalnya, belum menjawab siapa pemilik aset, siapa yang mengendalikan keputusan 

investasi, bagaimana risiko dialihkan, atau apakah kapasitas produktif bertambah. Karena itu, ekonomi 

politik menghubungkan variabel ekonomi dengan legitimasi, institusi, ide, dan konflik kepentingan. 

Hubungan sebab-akibatnya jarang satu arah: kekuatan ekonomi memengaruhi kebijakan, tetapi kebijakan 

juga menciptakan serta mengubah kekuatan ekonomi. 

Lintasan historis 

Perubahan besar sering muncul dari akumulasi keputusan kecil yang kemudian dipercepat krisis. Karena 

itu, skenario bukan ramalan, melainkan alat untuk menguji strategi terhadap ketidakpastian. Pembacaan 

historis penting karena institusi tidak lahir dari ruang hampa. Aturan kontemporer membawa jejak 

perang, kolonialisme, kompromi kelas, inovasi teknologi, dan krisis terdahulu. Ketergantungan jalur 

membuat pilihan masa kini dibatasi oleh infrastruktur, hukum, serta koalisi yang telah terbentuk. Namun 
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sejarah bukan takdir. Krisis dapat membuka momen perubahan ketika gagasan baru bertemu 

kepemimpinan, kapasitas administratif, dan dukungan sosial yang memadai. 

Mekanisme ekonomi-politik 

Skenario kooperatif bergantung pada reformasi institusi dan investasi barang publik; skenario blok 

kompetitif dibentuk pemisahan teknologi; skenario ketahanan berjejaring mempertahankan perdagangan 

dengan redundansi terukur. Mekanisme tersebut bekerja melalui insentif sekaligus kewenangan. Harga 

mengoordinasikan perilaku, tetapi harga sendiri dipengaruhi pajak, subsidi, standar, struktur pasar, hak 

milik, dan akses pembiayaan. Di pasar terkonsentrasi, keputusan privat dapat memiliki dampak publik 

yang luas. Analisis yang memadai karena itu menanyakan urutan proses, titik kendali, pihak yang memiliki 

pilihan keluar, dan pihak yang terpaksa menerima syarat. Pemetaan ini membantu membedakan korelasi 

permukaan dari hubungan kekuasaan yang benar-benar menentukan hasil. 

Aktor dan koalisi 

Negara, perusahaan, universitas, kota, organisasi regional, dan masyarakat sipil memiliki kapasitas 

berbeda untuk membentuk lintasan. Kepemimpinan menentukan apakah risiko dipindahkan atau dikelola 

bersama. Kepentingan setiap aktor tidak selalu tetap. Perusahaan dapat mendukung keterbukaan untuk 

input, tetapi meminta proteksi bagi produknya; negara dapat menuntut aturan multilateral sambil 

memakai pengecualian keamanan; masyarakat dapat menyukai harga murah sekaligus menginginkan 

pekerjaan domestik. Koalisi terbentuk lintas batas dan lintas kelas. Oleh sebab itu, istilah 'kepentingan 

nasional' perlu diuraikan: kepentingan sektor mana, wilayah mana, kelompok sosial mana, dan pada 

horizon waktu berapa lama. 

Dilema normatif 

Kebijakan harus cukup tegas untuk mengurangi kerentanan tetapi cukup terbuka untuk inovasi. 

Ketahanan tanpa solidaritas dapat menjadi benteng, sedangkan keterbukaan tanpa perlindungan memicu 

penolakan. Dilema ini tidak dapat diselesaikan dengan slogan. Efisiensi statis mungkin menurunkan biaya 

hari ini, sedangkan ketahanan membutuhkan kapasitas cadangan yang tampak mahal sampai krisis terjadi. 

Kebijakan distributif juga memiliki dimensi waktu: kompensasi setelah kehilangan pekerjaan sering lebih 

lemah daripada investasi awal pada keterampilan dan diversifikasi wilayah. Evaluasi sebaiknya memakai 

beberapa kriteria sekaligus—efisiensi, ketahanan, keadilan, keberlanjutan, kebebasan, dan kelayakan 

administratif—seraya menjelaskan trade-off secara terbuka. 

Ilustrasi kontemporer 

Keputusan hari ini mengenai standar AI, investasi jaringan listrik, restrukturisasi utang, pendidikan, dan 

perdagangan mineral akan mengunci pilihan selama puluhan tahun. Kasus tersebut memperlihatkan 

bahwa dampak global selalu diterjemahkan melalui institusi domestik. Negara dengan fiskal kuat, data 

baik, dan koordinasi efektif dapat menahan guncangan; negara dengan kapasitas lemah cenderung 
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membayar premi lebih tinggi dan bereaksi terlambat. Perusahaan besar memiliki persediaan, penasihat, 

serta akses kredit, sedangkan UMKM dan rumah tangga hidup dengan bantalan terbatas. Dengan 

demikian, guncangan yang sama menghasilkan akibat sangat berbeda, dan rata-rata global tidak boleh 

dipakai untuk menghapus variasi tersebut. 

Implikasi kebijakan 

Agenda tindakan mencakup pembaruan kontrak sosial, diversifikasi strategis, reformasi multilateral, 

pembiayaan hijau, tata kelola digital demokratis, dan penguatan kapabilitas negara berkembang. 

Pelaksanaannya perlu memiliki sasaran, indikator, tanggung jawab, jadwal evaluasi, dan mekanisme 

koreksi. Kebijakan tanpa kemampuan belajar mudah ditangkap kepentingan atau dipertahankan setelah 

tidak efektif. Sebaliknya, aturan yang terlalu kaku menghambat eksperimen. Pendekatan adaptif 

menetapkan arah jangka panjang, menjalankan portofolio intervensi, mengukur hasil nyata, dan 

menghentikan program yang gagal. Partisipasi publik, transparansi kontrak, data terbuka, dan 

pengawasan independen bukan tambahan kosmetik, melainkan sumber informasi serta legitimasi. 

Sintesis Analitis: Dua Belas Poros Perubahan Global 

Efisiensi–ketahanan 

Model lama mengoptimalkan biaya rata-rata dan kecepatan, sedangkan model baru juga memberi nilai 

pada redundansi, persediaan, substitusi, serta kemampuan pulih. Ketahanan bukan alasan untuk 

memproduksi semuanya sendiri; ia membutuhkan pemetaan titik kegagalan tunggal dan diversifikasi yang 

sebanding dengan tingkat kritikalitas. Pemerintah dan perusahaan perlu menilai biaya total yang 

mencakup gangguan, reputasi, keamanan siber, bencana, serta kehilangan akses. Pengadaan dapat 

memberi bobot pada kontinuitas dan interoperabilitas, bukan harga terendah semata. Poros ini 

menunjukkan bahwa pilihan kebijakan jarang bersifat biner. Yang diperlukan ialah kombinasi instrumen, 

urutan pelaksanaan, dan mekanisme belajar yang sesuai dengan kondisi. Keberhasilan harus dinilai dari 

keluaran nyata serta distribusinya, bukan hanya pengumuman anggaran atau banyaknya peraturan. 

Keterbukaan–otonomi 

Keterbukaan memperbesar pasar dan mempercepat difusi pengetahuan, tetapi ketergantungan tanpa 

pilihan alternatif mengurangi otonomi. Otonomi strategis yang matang berarti memiliki kapasitas untuk 

mengambil keputusan sendiri sambil tetap terhubung; bukan membangun autarki yang mahal dan lambat. 

Pengujian ketahanan harus membedakan input yang mudah diganti dari teknologi, pembiayaan, atau 

infrastruktur yang memerlukan waktu bertahun-tahun. Kerja sama regional dapat menyediakan skala 

yang tidak mungkin dibangun masing-masing negara. Poros ini menunjukkan bahwa pilihan kebijakan 

jarang bersifat biner. Yang diperlukan ialah kombinasi instrumen, urutan pelaksanaan, dan mekanisme 

belajar yang sesuai dengan kondisi. Keberhasilan harus dinilai dari keluaran nyata serta distribusinya, 

bukan hanya pengumuman anggaran atau banyaknya peraturan. 
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Pertumbuhan–distribusi 

Kenaikan output agregat tidak menjamin manfaat tersebar. Distribusi ditentukan oleh kepemilikan aset, 

kekuatan tawar, lokasi, jenis pekerjaan, harga perumahan, dan mutu layanan publik. Ketimpangan 

ekstrem kemudian menurunkan mobilitas sosial dan mengubah pengaruh ekonomi menjadi pengaruh 

politik. Penilaian proyek dan reformasi perlu melaporkan dampak menurut kelompok pendapatan, 

gender, wilayah, generasi, serta ukuran perusahaan. Instrumen kompensasi sebaiknya otomatis, cepat, 

mudah diakses, dan dikombinasikan dengan penciptaan kapabilitas baru. Poros ini menunjukkan bahwa 

pilihan kebijakan jarang bersifat biner. Yang diperlukan ialah kombinasi instrumen, urutan pelaksanaan, 

dan mekanisme belajar yang sesuai dengan kondisi. Keberhasilan harus dinilai dari keluaran nyata serta 

distribusinya, bukan hanya pengumuman anggaran atau banyaknya peraturan. 

Pasar–institusi 

Pasar mengolah informasi tersebar, tetapi kualitasnya bergantung pada persaingan, kontrak, 

kepercayaan, dan aturan. Ketika eksternalitas besar atau informasi asimetris, sinyal harga dapat 

menyesatkan. Institusi yang baik tidak menggantikan inisiatif, melainkan membentuk arena agar inovasi 

tidak berubah menjadi ekstraksi. Reformasi harus memperkuat regulator, peradilan, statistik, pengadaan, 

kebijakan persaingan, dan mekanisme keberatan. Kapasitas implementasi perlu diperlakukan sebagai 

investasi produktif, bukan biaya administrasi yang selalu harus dipangkas. Poros ini menunjukkan bahwa 

pilihan kebijakan jarang bersifat biner. Yang diperlukan ialah kombinasi instrumen, urutan pelaksanaan, 

dan mekanisme belajar yang sesuai dengan kondisi. Keberhasilan harus dinilai dari keluaran nyata serta 

distribusinya, bukan hanya pengumuman anggaran atau banyaknya peraturan. 

Negara–korporasi 

Korporasi global memiliki modal, teknologi, dan jaringan yang dapat melampaui kapasitas banyak negara. 

Namun legitimasi koersif tetap berada pada pemerintah. Hubungan keduanya dapat produktif ketika 

tujuan jelas dan kompetisi terjaga, tetapi berbahaya bila akses istimewa mengubah regulasi menjadi 

perlindungan rente. Kemitraan publik–swasta membutuhkan keterbukaan pemilik manfaat, pembagian 

risiko yang wajar, tolok ukur layanan, klausul evaluasi, dan kemampuan publik untuk mengakhiri kontrak. 

Negara juga memerlukan pengetahuan teknis agar tidak sepenuhnya bergantung pada konsultan. Poros 

ini menunjukkan bahwa pilihan kebijakan jarang bersifat biner. Yang diperlukan ialah kombinasi 

instrumen, urutan pelaksanaan, dan mekanisme belajar yang sesuai dengan kondisi. Keberhasilan harus 

dinilai dari keluaran nyata serta distribusinya, bukan hanya pengumuman anggaran atau banyaknya 

peraturan. 

Inovasi–hak 

Inovasi membutuhkan eksperimen dan imbalan, sedangkan masyarakat membutuhkan privasi, 

keselamatan, kebebasan berekspresi, dan akses. Dalam ekonomi digital, perubahan desain dapat 

memengaruhi jutaan orang sebelum hukum bereaksi. Risiko terbesar muncul ketika pihak terdampak 
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tidak memiliki informasi atau mekanisme banding. Regulasi berbasis risiko dapat menetapkan kewajiban 

lebih berat bagi penggunaan berkonsekuensi tinggi. Audit, dokumentasi, pelaporan insiden, portabilitas, 

dan penelitian independen membantu mempertahankan inovasi sambil membangun kepercayaan. Poros 

ini menunjukkan bahwa pilihan kebijakan jarang bersifat biner. Yang diperlukan ialah kombinasi 

instrumen, urutan pelaksanaan, dan mekanisme belajar yang sesuai dengan kondisi. Keberhasilan harus 

dinilai dari keluaran nyata serta distribusinya, bukan hanya pengumuman anggaran atau banyaknya 

peraturan. 

Keamanan–legitimasi 

Ketika semua isu disebut keamanan nasional, pengecualian dapat menelan aturan. Sebaliknya, 

mengabaikan dimensi keamanan membuat masyarakat rentan pada gangguan dan koersif. Legitimasi 

memerlukan definisi ancaman yang sempit, bukti, proporsionalitas, batas waktu, dan pengawasan. 

Kontrol ekspor, penyaringan investasi, dan sanksi perlu memiliki tujuan terukur serta peninjauan berkala. 

Pengecualian kemanusiaan dan saluran diplomasi harus dipertahankan agar instrumen ekonomi tidak 

menghasilkan kerusakan tanpa jalan keluar. Poros ini menunjukkan bahwa pilihan kebijakan jarang 

bersifat biner. Yang diperlukan ialah kombinasi instrumen, urutan pelaksanaan, dan mekanisme belajar 

yang sesuai dengan kondisi. Keberhasilan harus dinilai dari keluaran nyata serta distribusinya, bukan 

hanya pengumuman anggaran atau banyaknya peraturan. 

Global–regional 

Lembaga universal memberi legitimasi luas tetapi bergerak lambat; lembaga regional lebih dekat pada 

kebutuhan dan dapat bereksperimen. Keduanya bukan pengganti. Tatanan berlapis bekerja bila standar 

dasar kompatibel dan tidak menciptakan beban aturan yang mustahil dipenuhi negara berkapasitas 

terbatas. Prinsip subsidiaritas dapat menempatkan keputusan pada tingkat terendah yang efektif: global 

untuk iklim dan stabilitas sistemik, regional untuk konektivitas serta asuransi, nasional untuk kontrak 

sosial, dan lokal untuk implementasi kontekstual. Poros ini menunjukkan bahwa pilihan kebijakan jarang 

bersifat biner. Yang diperlukan ialah kombinasi instrumen, urutan pelaksanaan, dan mekanisme belajar 

yang sesuai dengan kondisi. Keberhasilan harus dinilai dari keluaran nyata serta distribusinya, bukan 

hanya pengumuman anggaran atau banyaknya peraturan. 

Jangka pendek–jangka panjang 

Politik pemilu, laporan kuartalan, dan respons krisis mendorong horizon pendek, sedangkan pendidikan, 

iklim, demografi, infrastruktur, dan teknologi membutuhkan puluhan tahun. Ketidaksesuaian waktu 

menghasilkan underinvestment serta penundaan biaya kepada generasi berikut. Kerangka fiskal, lembaga 

independen, target lintas pemerintahan, dan pelaporan kewajiban masa depan membantu 

memperpanjang horizon. Namun lembaga tersebut tetap harus akuntabel dan tidak boleh menjadi cara 

menghindari pilihan demokratis. Poros ini menunjukkan bahwa pilihan kebijakan jarang bersifat biner. 

Yang diperlukan ialah kombinasi instrumen, urutan pelaksanaan, dan mekanisme belajar yang sesuai 
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dengan kondisi. Keberhasilan harus dinilai dari keluaran nyata serta distribusinya, bukan hanya 

pengumuman anggaran atau banyaknya peraturan. 

Mitigasi–adaptasi 

Dalam iklim dan teknologi, pencegahan sering lebih murah daripada pemulihan, tetapi sebagian 

perubahan telah terjadi. Mitigasi mengurangi sumber risiko; adaptasi mengurangi kerentanan. 

Mempertentangkan keduanya menciptakan pilihan palsu dan biasanya merugikan kelompok yang paling 

sedikit berkontribusi. Portofolio kebijakan harus menggabungkan dekarbonisasi, ketahanan infrastruktur, 

perlindungan sosial adaptif, sistem peringatan, asuransi, dan tata ruang. Pembiayaan konsesional penting 

karena negara paling rentan sering menghadapi biaya modal tertinggi. Poros ini menunjukkan bahwa 

pilihan kebijakan jarang bersifat biner. Yang diperlukan ialah kombinasi instrumen, urutan pelaksanaan, 

dan mekanisme belajar yang sesuai dengan kondisi. Keberhasilan harus dinilai dari keluaran nyata serta 

distribusinya, bukan hanya pengumuman anggaran atau banyaknya peraturan. 

Data–demokrasi 

Data memungkinkan kebijakan presisi dan layanan baru, tetapi konsentrasi data juga menciptakan 

pengawasan serta asimetri informasi. Keputusan algoritmik dapat menyamarkan pilihan normatif sebagai 

hasil teknis. Demokrasi memerlukan kemampuan memahami, menggugat, dan mengubah sistem 

tersebut. Tata kelola data perlu mencakup tujuan yang sah, minimisasi, keamanan, batas retensi, hak 

pengguna, akses penelitian, dan pengawasan independen. Infrastruktur data publik harus meningkatkan 

kapasitas tanpa menjadikan negara pengumpul informasi tanpa batas. Poros ini menunjukkan bahwa 

pilihan kebijakan jarang bersifat biner. Yang diperlukan ialah kombinasi instrumen, urutan pelaksanaan, 

dan mekanisme belajar yang sesuai dengan kondisi. Keberhasilan harus dinilai dari keluaran nyata serta 

distribusinya, bukan hanya pengumuman anggaran atau banyaknya peraturan. 

Kedaulatan–solidaritas 

Negara bertanggung jawab kepada warga, namun banyak risiko melampaui wilayah. Kedaulatan yang 

hanya dipahami sebagai hak menolak kerja sama tidak cukup menghadapi pandemi, iklim, kejahatan 

finansial, dan keamanan siber. Solidaritas yang mengabaikan kapasitas nasional juga tidak berkelanjutan. 

Kedaulatan efektif berarti kapasitas memenuhi kewajiban domestik dan berkontribusi pada aturan 

bersama. Pembagian beban harus mempertimbangkan kemampuan, tanggung jawab historis, serta 

manfaat yang diperoleh dari sistem global. Poros ini menunjukkan bahwa pilihan kebijakan jarang bersifat 

biner. Yang diperlukan ialah kombinasi instrumen, urutan pelaksanaan, dan mekanisme belajar yang 

sesuai dengan kondisi. Keberhasilan harus dinilai dari keluaran nyata serta distribusinya, bukan hanya 

pengumuman anggaran atau banyaknya peraturan. 
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Kesimpulan 

Ekonomi politik kontemporer global memperlihatkan bahwa pasar internasional selalu beroperasi di 

dalam tatanan kekuasaan. Aturan perdagangan, mata uang, teknologi, perpajakan, dan investasi bukan 

sekadar perangkat teknis; semuanya menentukan siapa yang memiliki pilihan, siapa yang menanggung 

risiko, dan siapa yang dapat mengubah aturan. Karena itu, kualitas analisis bergantung pada kemampuan 

menghubungkan indikator makro dengan institusi serta distribusi. 

Tatanan yang muncul bukan deglobalisasi total, melainkan globalisasi selektif dan disekuritisasi. Barang, 

jasa, modal, manusia, data, dan pengetahuan bergerak melalui rezim yang berbeda. Semikonduktor, AI, 

mineral kritis, sistem pembayaran, energi, dan kesehatan diperlakukan sebagai sektor strategis. Pada saat 

sama, jaringan ekonomi terlalu dalam untuk dipisahkan tanpa biaya besar. Kebijakan terbaik ialah 

diversifikasi yang cerdas, bukan autarki. 

Negara kembali menonjol melalui kebijakan industri, subsidi, pengadaan, kontrol ekspor, dan investasi 

publik. Kembalinya negara dapat mempercepat transformasi, tetapi juga meningkatkan risiko rente dan 

konflik subsidi. Perbedaan antara negara pembangunan dan negara patronase terletak pada disiplin 

kinerja, kompetensi birokrasi, transparansi, evaluasi, dan kemampuan menghentikan program yang gagal. 

Kontrak sosial domestik menentukan legitimasi keterbukaan. Warga akan mendukung integrasi apabila 

memiliki pekerjaan bermutu, layanan publik, perlindungan terhadap guncangan, dan suara dalam 

perubahan. Kompensasi yang datang terlambat tidak cukup; negara perlu membentuk distribusi sejak 

awal melalui pendidikan, upah, persaingan, kepemilikan, infrastruktur, dan pembangunan wilayah. 

Reformasi global tetap diperlukan karena iklim, pandemi, utang, pajak, dan teknologi tidak dapat 

diselesaikan sendiri. Multilateralisme masa depan kemungkinan berlapis: lembaga universal menetapkan 

prinsip, forum plurilateral bergerak pada isu tertentu, dan organisasi regional menyediakan implementasi 

serta asuransi. Tantangannya ialah menjaga interoperabilitas, representasi, dan akuntabilitas. 

Indonesia dapat memanfaatkan perubahan global dengan membangun kapabilitas, bukan hanya menarik 

arus modal. Ukuran keberhasilan harus mencakup produktivitas, pembelajaran teknologi, pemasok lokal, 

kualitas pekerjaan, penerimaan publik, keselamatan, dan lingkungan. Diplomasi bebas aktif memperoleh 

makna ekonomi ketika didukung diversifikasi pasar, ketahanan energi-pangan, teknologi, serta institusi 

nasional yang kredibel. 

Akhirnya, tujuan ekonomi politik bukan sekadar menjelaskan perebutan kekuasaan, tetapi membantu 

merancang institusi yang membuat interdependensi lebih aman, adil, demokratis, dan berkelanjutan. 

Pertanyaan strategis untuk dekade mendatang bukan apakah negara atau pasar harus menang, melainkan 

bagaimana keduanya ditata agar inovasi melayani martabat manusia dan daya dukung bumi. 
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Glossarium 

Istilah Definisi 

AI divide 
Kesenjangan kemampuan mengakses, mengembangkan, dan memperoleh manfaat dari 

kecerdasan buatan. 

Aglomerasi 
Konsentrasi aktivitas ekonomi yang meningkatkan produktivitas melalui kedekatan pemasok, 

talenta, dan pengetahuan. 

Autonomi strategis 
Kemampuan mempertahankan pilihan kebijakan dan pasokan kritis tanpa bergantung secara 

berlebihan pada satu pihak. 

Bretton Woods 
Arsitektur moneter pascaperang yang melahirkan IMF dan Bank Dunia serta awalnya 

menggunakan kurs tetap. 

De-risking 
Pengurangan paparan pada ketergantungan berisiko tanpa melakukan pemisahan ekonomi 

secara menyeluruh. 

Decoupling Pemisahan hubungan ekonomi, teknologi, atau keuangan antara negara atau blok. 

Eksternalitas Dampak kegiatan ekonomi kepada pihak lain yang tidak sepenuhnya tercermin dalam harga. 

FDI 
Foreign direct investment; investasi lintas negara dengan kendali atau pengaruh jangka 

panjang atas perusahaan. 

Finansialisasi 
Meningkatnya peran motif, pasar, aktor, dan institusi keuangan dalam ekonomi serta tata 

kelola perusahaan. 

Friend-shoring 
Pemindahan atau penambahan produksi ke negara yang dianggap memiliki hubungan politik 

tepercaya. 

Geoekonomi Penggunaan instrumen ekonomi untuk tujuan strategis dan geopolitik. 

Global South 
Istilah politik-ekonomi bagi negara berkembang dengan pengalaman historis dan posisi 

struktural yang beragam. 

GVC Global value chain; pembagian tahap produksi dan penciptaan nilai di berbagai negara. 

Hilirisasi 
Pengembangan pengolahan dan kegiatan bernilai tambah lebih tinggi dari sumber daya atau 

input awal. 

Hiperglobalisasi 
Bentuk integrasi sangat dalam yang memprioritaskan mobilitas pasar global dan membatasi 

ruang kebijakan domestik. 

Institusi Aturan formal dan informal yang membentuk perilaku, insentif, serta distribusi kewenangan. 

Just transition Transisi rendah karbon yang melindungi pekerja, komunitas, dan kelompok rentan. 

Kebijakan industri Intervensi terarah untuk mengubah struktur produksi, teknologi, atau kapabilitas sektor. 

Ketergantungan jalur 
Kondisi ketika keputusan masa lalu membatasi atau membentuk pilihan yang tersedia saat 

ini. 
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Istilah Definisi 

Kontrak sosial 
Kesepakatan eksplisit dan implisit mengenai hak, kewajiban, perlindungan, serta pembagian 

manfaat dalam masyarakat. 

Makroprudensial Kebijakan untuk membatasi risiko sistemik dalam sistem keuangan. 

Near-shoring Pemindahan produksi lebih dekat ke pasar utama. 

Pajak minimum global 
Kesepakatan untuk membatasi pemindahan laba dan kompetisi tarif pajak korporasi yang 

merusak. 

Platform economy 
Aktivitas ekonomi yang dimediasi infrastruktur digital yang mempertemukan banyak 

kelompok pengguna. 

Predistribusi 
Kebijakan yang membentuk distribusi pendapatan sebelum pajak dan transfer, misalnya 

upah, persaingan, dan kepemilikan. 

Proteksionisme Pembatasan perdagangan atau investasi untuk melindungi pelaku domestik. 

Rantai pasok Jaringan organisasi dan proses yang menghasilkan serta menyalurkan barang atau jasa. 

Rente 
Pendapatan yang melebihi imbalan kompetitif karena kelangkaan, monopoli, hak eksklusif, 

atau pengaruh politik. 

Reshoring Pemulangan aktivitas produksi ke negara asal perusahaan. 

Ruang kebijakan 
Kemampuan pemerintah memilih instrumen pembangunan dalam batas domestik dan 

internasional. 

Sanksi ekonomi 
Pembatasan transaksi, aset, teknologi, atau perdagangan untuk mengubah perilaku pihak 

sasaran. 

Sekuritisasi 
Pembingkaian isu ekonomi sebagai masalah keamanan sehingga membenarkan kebijakan 

luar biasa. 

Sistem moneter hierarkis Susunan mata uang yang memiliki tingkat penerimaan, likuiditas, dan keamanan berbeda. 

State capacity Kemampuan negara merumuskan, melaksanakan, memantau, dan mengoreksi kebijakan. 

Strukturalisme 
Pendekatan yang menekankan struktur produksi, posisi pusat–pinggiran, dan hambatan 

transformasi. 

Upgrading Pergerakan menuju fungsi, produk, proses, atau teknologi bernilai tambah lebih tinggi. 

Weaponized interdependence Pemanfaatan posisi sentral dalam jaringan global untuk pengawasan atau tekanan koersif. 
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